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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Pemukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota - 
kota di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya, serta 
kawasan ini merupakan bagian yang terabaikan dalam pembangunan perkotaan. 
Penyebab tumbuhnya permukiman kumuh akibat tidak seimbangnya pertambahan 
jumlah perumahan yang disediakan di kota dengan pertumbuhan penduduknya. 
Kekurangan jumlah rumah ini biasanya diakibatkan karena terjadinya pertumbuhan 
jumlah penduduk yang meningkat pesat ataupun karena urbanisasi. Urbanisasi 
tersebut timbul akibat adanya perkembangan ekonomi kota yang pesat. Seringkali 
keberadaan mereka diperkotaan tidak diimbangi dengan kemampuan skill yang 
memadahi. Padahal kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat dan jumlah 
lapangan pekerjaan sangat terbatas. Hal ini menyebabkan sebagian besar kaum urban 
mengalami kegagalan. Para kaum urban yang gagal, biasanya tidak mampu membeli 
rumah yang layak. Sehingga mereka terpaksa harus berada di tempat-tempat yang 
tidak layak.  
Pada umumnya permukiman kumuh juga diakibatkan ketidakteraturan struktur 
ruang. Adakalanya suatu permukiman tidak sesuai atau tidak berfungsi sebagai mana 
mestinya. Seringkali suatu permukiman bergeser fungsinya selain untuk bermukim 
juga dijadikan sebagai tempat usaha sehingga penggunaan bangunannya dapat 
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berfungsi sebagai tempat hunian, tempat usaha atau tempat campuran. Kondisi ini 
dapat kita lihat dari perubahan permukiman sederhana yang berlokasi dekat pasar, 
menjadi tempat usaha, sehingga seringkali lokasi pasar sudah berpindah masuk ke 
lokasi perumahan membentuk pasar kilat. Situasi semakin merangsang penghuni 
perumahan sederhana untuk merubah pemanfaatan rumah tinggal menjadi rumah 
tempat usaha, yang akhirnya model rumah menjadi berubah. Sempadan bangunan 
tidak ada lagi, ruang terbuka tidak ada lagi, semua dibangunkan ruang sebagai tempat 
usaha. Suasana privasi tidak lagi terdapat di permukiman tersebut. Hal ini disebabkan 
karena jumlah penghuni menempati rumah tinggal semakin bertambah.Pada 
umumnya terdapat kebiasaan untuk mengajak saudara-saudara mereka dari kampung 
untuk bekerja dan tinggal di kompleks permukiman ini. Sehingga terciptalah 
permukiman dengan kepadatan penduduk tinggi dan situasi ini memberi kesan kumuh 
pada suatu permukiman. Hal ini dapat terjadi pada lokasi yang dekat dengan pusat 
kota (CBD), ataupun yang dekat dengan pasar. 
Kondisi seperti ini juga terjadi di Kota sungguminasa Kabupaten Gowa, terutama 
permukiman di sekitar tanggul Sungai Je’neberang tepatnya sekitar Jl.Syamsuddin 
Tunru RW 02 Kelurahan Sungguminasa. Permukiman ini terletak di Bagian Wilayah 
Kota I (BWK I) dimana  diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan dan jasa, selain 
juga pemerintahan dan wisata. Menurut Daljoeni (2003), dengan adanya pemusatan 
kegiatan perdagangan ini akan menyebabkan masalah bagi struktur perencanaan kota. 
Permukiman ini sangat cepat menjadi permukiman padat dengan keanekaragaman 
fungsi guna lahan. Perkembangan jumlah hunian pada permukiman ini kurang 
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diimbangi oleh ketersediaan lahan, sehingga untuk menambah jumlah hunian mereka 
cenderung mengabaikan aturan-aturan dasar tentang pengadaan bangunan rumah 
seperti kualitas bahan, jenis ruang, garis sempadan jalan maupun jarak antar rumah. 
Bahkan mereka menggunakan sisi tanggul untuk didirikan bangunan tempat tinggal 
sehingga menyebabkan permukiman tersebut menjadi kumuh dan suasana yang tidak 
tertib yang berakibat pada berubahnya kualitas fisik kawasan.  
Dengan memanfaatkan potensi yang ada di kawasan pusat kota banyak penduduk 
pada permukiman sekitar Jl.Syamsuddin Tunru yang membuka usaha di rumah. 
Karena terbatasnya lahan dan tingginya harga tempat usaha, maka mereka membuka 
usaha toko, industri kecil maupun warung dan kaki lima di rumah. Dengan demikian 
terjadi perubahan penggunaan lahan. Dimana kawasan yang diperuntukkan bagi 
permukiman menjadi kawasan campuran yaitu lahan yang diperuntukkan bagi hunian 
dimanfaatkan untuk usaha (mix land use). 
Secara fisik permasalahan yang muncul di permukiman sekitar tanggul Sungai 
Je’neberang Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa adalah merebaknya hunian 
dengan kondisi semi permanen yang menempel pada sisi tanggul Sungai Je’neberang. 
Keadaan yang menyebabkan hunian di lokasi studi menjadi tidak nyaman dan 
tidak layak huni dikarenakan : 
1. Kepadatan dan tidak teraturnya bangunan 
2. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) hampir 100 % 
3. Rendahnya kualitas bangunan 
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Oleh karena itu perlu diadakan suatu kajian atau penelitian permukiman sekitar 
tanggul Sungai Je’neberang Kelurahan Sungguminasa dengan kajian permukiman 
kumuh yang dilihat dari tingkat kekumuhan permukiman serta faktor-faktor yang 
mempengaruhi terciptanya permukiman kumuh, serta direkomendasikan 
pengendalian permukiman kumuh dalam memperbaiki permukiman tersebut sesuai 
dengan penataan ruang. 
Allah SWT mengingatkan besarnya nikmat rumah bagi manusia dengan 
berfirman (Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan penyelenggara 
penerjemah/pentafsir Al Qur’an, Jakarta, 1971). 
 
Terjemahnya : 
Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia 
menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang 
kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu 
bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, 
alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). 
(Q.S An Nahl Ayat 80) 
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Menurut Quraish Sihab, ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan bagi 
manusia bahan-bahan untuk dijadikan rumah, serta mengilhami mereka cara 
pembuatannya. Ilham membuat rumah merupakan tangga pertama bagi bangunnya 
peradaban umat manusia sekaligus merupakan upaya paling dini dalam membentengi 
diri dalam memebentengi diri manusia guna memelihara kelanjutan hidup pribadi.  
Allah juga menjadikan kamu dalam hal ini rumah-rumah kamu sebagai tempat tinggal 
yang dapat memberi ketenangan menghadapi gangguan lahir dan bathin.  
Maka, rumah sebagai tempat tinggal menjadi faktor penting dalam pemenuhan 
hajat hidup manusia sehingga keberadaannya menjadi gambaran pemenuhan 
kebutuhan manusia, hal ini diberikan sebagai nikmat yang diturunkan oleh Allah 
SWT untuk menjadi landasan guna melakukan aktifitas dalam kehidupan yang 
dijalani umat manusia. 
B. Rumusan Masalah 
1. Faktor apa saja yang mempengaruhi terciptanya permukiman kumuh di sekitar 
tanggul Sungai Je’neberang Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa? 
2. Bagaimana tingkat kekumuhan permukiman di sekitar tanggul Sungai 
Je’neberang Kelurahan Sungguminasa kabupaten Gowa? 
3. Bagaimana konsep pengendalian permukiman kumuh di sekitar tanggul Sungai 
Je’neberang Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa? 
 
 
6 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya permukiman 
kumuh di sekitar tanggul Sungai Je’neberang Kelurahan Sungguminasa 
Kabupaten Gowa. 
2. Untuk mengetahui tingkat kekumuhan permukiman di sekitar tanggul Sungai 
Je’neberang Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa. 
3. Untuk mengetahui konsep pengendalian permukiman kumuh di sekitar tanggul 
Sungai Je’neberang Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa. 
D. Manfaat Penelitian  
Manfaat penelitian ini ialah untuk menentukan arahan pengendalian permukiman 
kumuh. Hal ini dilakukan supaya permukiman kumuh tersebut jumlahnya tidak 
semakin banyak dan masyarakat tersebut memperoleh kehidupan yang layak dan 
sehat. Dan hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi masukan masukan 
oleh masyarakat, pemerintah, dan swasta dalam mengatasi permasalahan yang sama. 
E. Ruang Lingkup Penelitian 
Dalam studi penelitian ini ruang lingkup yang digunakan meliputi ruang lingkup 
wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup materi bertujuan membatasi materi 
pembahasan, sedangkan ruang lingkup wilayah bertujuan untuk membatasi lingkup 
wilayah kajian: 
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1. Ruang Lingkup Materi 
Penelitian ini menitikberatkan pada pencapaian konsep pengendalian 
permukiman kumuh di sekitar tanggul Sungai Je’neberang Kelurahan 
Sungguminasa Kabupaten Gowa berikut identifikasi faktor-faktor penyebab 
tumbuhnya permukiman kumuh serta tingkat kekumuhan permukiman.  Untuk 
menjawab faktor apa saja yang mempengaruhi terciptanya permukiman kumuh di 
sekitar tanggul Sungai Je’neberang Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa 
ialah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan 
dengan menggunakan instrumen berupa kuisioner untuk menelaah opini 
masyarakat. Penilaian tingkat kekumuhan permukiman ialah dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan menelaah 
indikator tingkat kekumuhan dari Direktorat Jenderal Perumahan dan 
Permukiman, Depkimpraswil, 2002. 
Metode analisis yang digunakan untuk menjawab konsep pengendalian 
permukiman kumuh di sekitar tanggul Sungai Je’neberang Kelurahan 
Sungguminasa Kabupaten Gowa yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan 
menggambarkan atau menguraikan secara jelas apa yang ada di lapangan. 
2. Ruang Lingkup Wilayah 
Wilayah studi ini dibatasi pada permukiman padat yang terletak di Kabupaten 
Gowa, Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Sungguminasa, RW 02 yang berada di 
sekitar Koridor Jalan Syamsuddin Tunru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
peta di bawah ini: 
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F. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini, maka dibuat susunan 
kajian berdasarkan metodologinya, dalam bentuk sistematika penulisan: 
 BAB I  PENDAHULUAN  
Pada bab pertama ini berisi tentang latar belakang studi, rumusan 
masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, ruang lingkup 
penelitian, dan sistematika pembahasan. 
 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab kedua ini berisi tentang kajian literatur terutama mengenai 
definisi permukiman, permukiman kumuh, karakteristik permukiman 
kumuh, faktor-faktor penyebab timbulnya permukiman kumuh, 
penilaian tingkat kekumuhan permukiman, serta berisikan tentang 
konsep dan pendekatan pengendalian permukiman kumuh. 
 BAB III  METODE PENELITIAN 
Pada bab ketiga ini terdiri dari lokasi penelitian, jenis dan sumber data, 
metode pengumpulan data, variabel penelitian, populasi dan sampel, 
teknik analisis, definisi operasional, jadwal penyelesaian tugas akhir 
dan kerangka pikir. 
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BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI 
Pada bab keempat ini dipaparkan gambaran umum wilayah studi yang 
meliputi gambaran umum Kelurahan Sungguminasa, tinjauan lokasi 
dan sosial  ekonominya. Selain itu juga dipaparkan mengenai 
gambaran umum lokasi studi yaitu RW 02 Kelurahan Sungguminasa 
yang meliputi karakteristik hunian yang terdiri dari fungsi dan 
kegiatan, tampilan bangunan, status kepemilikan lahan, tatanan fisik 
bangunan dan hunian, dan juga meliputi karakteristik penghuni yang 
terdiri dari kondisi ekonomi dan sosial.  
 BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab kelima ini akan dilakukan analisis data hasil survey sekunder 
dan primer, untuk megetahui faktor-faktor penyebab tumbuhnya 
permukiman kumuh, tingkat kekumuhan permukiman dan konsep 
pengendalian permukiman kumuh di sekitar tanggul Sungai 
Je’neberang Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa.   
BAB VI PENUTUP 
 Pada bab keenam ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 
sebagai langkah lebih lanjut.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Perumahan dan Permukiman  
1. Pengertian Perumahan dan Permukiman 
Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman terdapat pengertian-pengertian sebagai berikut : 
a. Pengertian rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat 
tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan 
martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.  
b. Yang dimaksud dengan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian 
dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan 
prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah 
yang layak huni.  
c. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri 
atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, 
utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan 
perkotaan atau kawasan perdesaan.  
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2. Elemen Dasar Perumahan dan Permukiman  
Lima elemen dasar permukiman menurut Doxiadis dalam Kuswartojo  (2005): 
a. Nature (alam) yang bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah dan 
difungsikan semaksimal mungkin, 
b. Man (manusia) baik pribadi maupun kelompok, 
c. Society (Masyarakat) bukan hanya kehidupan pribadi yang ada tapi juga 
hubungan sosial masyarakat, 
d. Shells (rumah) atau bangunan dimana didalamnya tinggal manusia dengan 
fungsinya masing-masing, 
e. Networks (jaringan atau prasarana sarana) yaitu jaringan yang mendukung 
fungsi permukiman baik alami maupun buatan manusia seperti jalan 
lingkungan, pengadaan air bersih, listrik, drainase dan lain-lain. 
 
Berdasarkan kondisi fisik bangunannya, rumah dapat dibedakan menjadi : 
Tabel 2.1 Kriteria Rumah Berdasarkan Kondisi Fisik Bangunan 
Kriteria Permanen Semi Permanen Non Permanen 
Atap Batu-bata/ 
Batako 
Setengah tembok & setengah 
kayu/ bambu 
Bambu/ kayu 
Lantai Genteng Genteng Genteng/ selain 
genteng 
Dinding Plester/ 
Keramik 
Plester/ keramik Tanah 
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3. Kriteria Permukiman yang Layak Huni 
Menurut Sinulingga dalam Syaiful A (2002), permukiman yang baik itu harus 
memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
a. Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, 
perdagangan. Akses ini dicapai dengan membuat jalan dan sarana transportasi 
pada permukiman tersebut dan akses ini juga harus mencapai perumahan 
secara individual dengan mengadakan jalan lokal dan terminal transportasi 
pada lingkungan permukiman tersebut.  
b. Lokasinya tidak terganggu oleh kegitan pabrik, yang pada umumnya dapat 
memberikan dampak pada pencemaran udara atau lingkungan lainnya. 
Misalnya jauh dari lokasi pembuangan sampah  yang dapat menimbulkan bau. 
Untuk mengurangi gangguan kebisingan akibat lalu lintas maka pada kawasan 
permukiman yang terletak pada jalan arteri dan kolektor akan diadakan 
pengaturan garis sempadan yang cukup besar. 
c. Mempunyai fasilitas drainase , yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat 
dan tidak sampai menimbulkan genangan air, walaupun hujan yang lebat 
sekalipun hal ini hanya mungkin apabila sistem drainase pada permukiman 
tersebut dapat dihubungkan dengan saluran pengumpul atau saluran utama 
dari sistem perkotaan. Disamping terkait dengan sistem pembuangan keluar 
dari lokasi ini maka sistem yang di dalam juga harus memenuhi ketentuan 
teknis sehingga dapat mengalirkan air dengan mudah. 
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d. Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan air distribusi yang 
siap disalurkan ke masing-masing rumah. Idealnya setiap rumah dapat 
dilayani oleh fasilitas air bersih. Untuk masyarakat yang berpenghasilan 
rendah hal ini kadang-kadang tidak mungkin dilakukan karena tidak mampu 
memikul biaya sambung. Oleh karena itu akan dilayani dengan kran umum 
ataupun tangki-tangki air bersih. Untuk pelayanan dengan tangki-tangki atau 
kran umum ini memerlukan organisasi/persatuan penghuni untuk dapat 
mengelola fasilitas ini secara bersama.  
e. Dilengkapi dengan fasilitas pembuangan air kotor/tinja, yang dapat dibuang 
dengan sistem individual yaitu tangki septik dan lapangan rembesan ataupun 
tangki septik komunal. Untuk permukiman dengan bangunan yang padat 
maka perlu dibuat dengan sistem perpipaan air kotor.  
f. Permukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur 
agar lingkungan permukiman tetap nyaman.  
g. Dilengkapi dengan fasilitas umum seperti taman bermain bagi anak-anak, 
lapagan atau taman, tempat beribadat, pendidikan, dan kesehatan sesuai 
dengan skala besarnya permukiman.  
h. Dilayani dengan jaringan listrik atau telepon. 
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4. Faktor Penyebab Tumbuhnya Kawasan Permukiman 
Dalam perkembangannya permukiman di pusat kota disebabkan oleh 
beberapa faktor. Menurut C.A.Doxiadis dalam Eny (2006), disebutkan bahwa 
perkembangan permukiman (Development of Human Settlement) dipengaruhi 
oleh beberapa faktor yaitu: 
a. Growth of Density (Pertumbuhan Jumlah Penduduk) 
Dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan 
adanya pertumbuhan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. 
Secara manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri.  
Dengan demikian semakin bertambahlah jumlah hunian yang ada di 
kawasan permukiman tersebut yang menyebabkan pertumbuhan 
permukiman. 
b. Urbanization (Urbanisasi) 
Dengan adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan arus 
migrasi desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Kaum urbanis 
yang bekerja di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di 
pusat kota, tentu saja memilih untuk tinggal di permukiman di sekitar 
keasetan pusat kota (down town). Hal ini juga akan menyebabkan 
pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota. Menurut 
Komarudin (1997), kita harus akui pula tumbuhnya permukiman-
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permukiman spontan dan permukiman kumuh adalah merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari proses urbanisai. 
B. Definisi Permukiman Kumuh 
Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena 
ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas 
bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU Perumahan 
dan Kawasan Permukiman No.1 Tahun 2011). 
Definisi permukiman kumuh hingga kini beragam hal ini dikarenakan perbedaan 
sudut pandang para ahli menilai atau mendefinisikan permukiman kumuh.  
1. Definisi permukiman kumuh menurut Komarudin (1997), lingkungan 
permukiman kumuh dapat didefinisikan sebagai berikut: 
a. Lingkungan permukiman yang berpenghuni padat (melebihi 500 orang per 
Ha) 
b. Kondisi sosial ekonomi rendah 
c. Jumlah rumah yang sangat padat 
d. Ukurannya di bawah standar 
e. Prasarana lingkungan hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan 
teknis dan kesehatan 
f. Dibangun di atas tanah negara atau tanah milik orang lain dan di luar 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.     
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2. Karakteristik permukiman kumuh menurut Silas (1996) adalah sebagai berikut :  
a. Keadaan rumah pada permukiman kumuh terpaksa dibawah standar, rata- 
rata 6 m²/orang. Sedangkan fasilitas kekotaan secara langsung tidak terlayani 
karena tidak tersedia. Namun karena lokasinya dekat dengan permukiman 
yang ada, maka fasilitas lingkungan tersebut tak sulit mendapatkannya.  
b. Permukiman ini secara fisik memberikan manfaat pokok, yaitu dekat tempat 
mencari nafkah  (opportunity value)  dan harga rumah juga murah (asas  
keterjangkauan) baik membeli atau menyewa.  
c. Manfaat permukiman disamping pertimbangan lapangan kerja dan harga 
murah adalah kesempatan mendapatkannya atau aksesibilitas tinggi. 
3. Ciri-ciri pemukiman kumuh yang diungkapkan oleh Prof. DR. Parsudi Suparlan 
adalah: 
a. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai. 
b. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruang-ruanganya 
mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin. 
c. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam 
penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga 
mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan 
ekonomi penghuninya. 
20 
 
 
d. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup 
secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu 
terwujud sebagai: 
1) Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu 
dapat digolongkan sebagai hunian liar, 
2) Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau 
sebuah RW, 
3) Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau 
RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian 
liar. 
e. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, 
warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang 
beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman 
kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan 
ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut. 
f. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di 
sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor 
informal. 
4. Perumahan tidak layak huni adalah kondisi dimana rumah beserta lingkungannya 
tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, 
kesehatan maupun sosial, dengan kriteria antara lain: 
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a. Luas lantai perkapita, di kota kurang dari 4 m2 sedangkan di desa kurang dari 
10 m
2
 
b. Jenis atap rumah terbuat dari daun dan lainnya 
c. Jenis dinding rumah terbuat dari anyaman bambu yang belum diproses 
d. Jenis lantai tanah 
e. Tidak mempunyai fasilitas tempat untuk Mandi, Cuci, Kakus (MCK). 
C. Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh 
Seiring dengan pertumbuhan kehidupan manusia baik ekonomi, sosial maupun 
budaya maka manusia berkeinginan untuk memiliki kehidupan dan status yang lebih 
baik yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan, seperti gaya hidup dan bentuk 
hunian yang mereka tinggali. 
Menurut Constantinos A. Doxiadis (1981), pertumbuhan berarti pula berubah 
baik bentuk dan ukurannya. Tidak dimungkinkan pertumbuhan ukuran dengan tidak 
menyebabkan perubahan bentuk fisiknya. Dengan bertambahnya jumlah penghuni 
rumah dan dengan bertambahnya penghasilan mereka membuat ruang-ruang baru. 
Perubahan hunian ini akan merubah wajah suatu hunian. Hal ini akan berpengaruh 
pada penyediaan fasilitas prasarana sarana lingkungan yang harus bertambah juga 
jika jumlah permukiman bertambah. 
Selain hal tersebut di atas, faktor kemiskinan juga sangat berpengaruh pada 
kualitas fisik permukiman. Karena dana yang terbatas dan hanya cukup untuk 
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, maka masyarakat kurang mampu tidak dapat 
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memperbaiki maupun memelihara bangunan rumah hunian mereka. Yang akan 
berakibat pada kekumuhan permukiman.  
Menurut Constantinos A. Doxiadis (1981), menyebutkan bahwa mempelajari 
tentang kawasan Perumahan Permukiman tidak hanya mempelajari area terbangun 
dan area terbuka saja tetapi juga fungsi dari kawasan tersebut. Oleh karenanya dalam 
mempelajari tentang perumahan permukiman atau fungsinya, kita juga harus 
mengetahui hubungan kawasan tersebut dengan lingkungan sekitar di luar kawasan 
tersebut dan mengetahui jalur transportasi yang menghubungkan kawasan tersebut 
dengan kawasan lainnya. Karena aktifitas di sekitar kawasan permukiman juga sangat 
mempengaruhi fungsi dari permukiman. Faktor penyebab tumbuhnya permukiman 
kumuh menurut beberapa pakar : 
1. Menurut Yudohusodo (1991), faktor tumbuhnya permukiman kumuh: 
a. Arus urbanisasi penduduk yang pesat terutama di kota-kota besar berdampak 
terhadap timbulnya ledakan jumlah penduduk. 
b. Sektor informal merupakan bidang pekerjaan tanpa penghasilan yang tetap. 
Bidang pekerjaan ini muncul karena pengaruh desakan ekonomi yang tidak 
didukung oleh keahlian yang memadai. 
c. Kondisi sosial budaya masyarakat juga menjadi pemicu terbentuknya 
kawasan permukiman kumuh, yang dimaksud disini menyangkut pola hidup 
atau kebiasaan masyarakat yang masih terbawa iramanya kehidupan kota. 
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2. Menurut Khomaruddin (1997), penyebab utama tumbuhnya permukiman kumuh 
adalah sebagai berikut: 
a. Urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat yang 
berpenghasilan rendah, 
b. Sulit mencari pekerjaan, 
c. Sulitnya mencicil atau menyewa rumah, 
d. Kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan, 
e. Perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh pemilik rumah serta disiplin 
warga rendah, 
f. Semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah. 
3. Menurut Arawinda Nawagamuwa dan Nils Viking (2003), penyebab adanya 
permukiman kumuh adalah:  
a. Karakter bangunan yaitu umur bangunan yang sudah terlalu tua, tidak 
terorganisasi, ventilasi, pencahayaan dan sanitasi yang tidak memenuhi syarat. 
b. Karakter lingkungan yaitu tidak ada open space (ruang terbuka hijau) dan 
tidak tersedia fasilitas untuk rekreasi keluarga, kepadatan penduduk yang 
tinggi, prasarana sarana yang tidak terencana dengan baik. Menurut mereka 
keadaan kumuh tersebut dapat mencerminkan keadaan ekonomi, sosial, 
budaya para penghuni permukiman tersebut. 
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D. Penilaian Tingkat Kekumuhan 
Penilaian tingkat kekumuhan permukiman ini dengan menelaah standar dari 
Direktorat Jendral Perumahan dan Permukiman Tahun 2002 dengan variabel sebagai 
berikut : 
1. Kondisi Lokasi, adapun indikatornya yaitu; 
a. Kesesuaian dengan Peruntukan RUTR 
b. Penguasaan Bangunan 
c. Frekuensi Bencana Banjir 
d. Frekuensi Bencana Kebakaran 
e. Frekuensi Bencana Tanah Longsor 
2. Kondisi Kependudukan, adapun indikatornya yaitu; 
a. Tingkat Kepadatan Penduduk 
b. Rata-rata Anggota Rumah Tangga 
c. Jumlah KK Setiap Rumah 
d. Tingkat Pertambahan Penduduk 
3. Kondisi Bangunan, adapun indikatornya yaitu; 
a. Tingkat Kualitas Bangunan 
b. Tingkat Kepadatan Bangunan 
c. Tingkat Penggunaan Luas Lantai Bangunan 
4. Kondisi Sosial Ekonomi, adapun indikatornya yaitu; 
a. Tingkat Pendapatan Masyarakat 
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b. Tingkat Pendidikan 
c. Tingkat Kerawanan Keamanan 
Setiap poin dari indikator tersebut diberi nilai dari satu hingga tiga, setiap nilai 
tersebut dapat dikualitatifkan. Hasil akhir dari perhitungkan tersebut adalah 
didapatnya indeks kekumuhan yang dihitung dari presentase keseluruhan nilai yang 
didapat. Sehingga indikator tersebut dapat mengungkapkan kadar kekumuhan suatu 
permukiman secara kualitatif dan kuantitatif. 
E. Konsep dan Pendekatan Pengendalian Permukiman Kumuh 
Konsep dasar penanganan permukiman kumuh ialah undang-undang no.1 Tahun 
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu melalui kegiatan 
peremajaan, pemugaran dan pemeliharaan. Beberapa program-program sebagai upaya 
pengendalian permukiman kumuh adalah sebagai berikut : 
1. Konsep Peremajaan  
Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman, Pasal 96 menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam upaya 
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
meliputi upaya melalui pemugaran, peremajaan serta pemukiman kembali.  
Program peremajaan lingkungan permukiman itu sendiri didefinisikan sebagai 
kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan harkat masyarakat 
berpenghasilan rendah, yang dilakukan melalui penataan dan perbaikan kualitas 
yang lebih menyeluruh terhadap kawasan hunian yang sangat kumuh. 
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Peremajaan lingkungan permukiman kumuh ini dapat dilakukan pada 
kawasan dengan kriteria berikut  : 
a. Kriteria Kota : 
1) Kota-kota di kawasan andalan. 
2) Kota-kota yang berfungsi strategis (ibukota propinsi atau kabupaten atau 
kota-kota yang mempunyai fungsi khusus). 
3) Kota-kota yang sedang melaksanakan program kali bersih, atau penataan 
kembali daerahdaerah bantaran banjir yang telah berkembang menjadi 
hunian tidak resmi kelompok masyarakat berpenghasilan sangat rendah. 
4) Kota-kota dengan angka lingkungan permukiman kumuh yang relatif 
tinggi. 
5) Diprioritaskan bagi kota-kota PPW (pusat pengembangan wilayah) atau 
PKL (pusat pengembangan lokal), juga bagi daerah perdesaan yang 
mempunyai fungsi khusus (pusat pertumbuhan kecil, pusat permukiman 
nelayan/tepian air dll). 
b. Kriteria Lingkungan Permukiman : 
1) Lokasinya bisa berada atau tidak berada pada peruntukan perumahan 
dalam RUTR/RDTR Kota atau Kabupaten. Dalam hal tidak pada 
peruntukan perumahan, perlu dilakukan review terhadap rencana tata 
ruang atau rencana turunannya. 
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2) Kondisi lingkungan permukimannya sangat kumuh (langka 
prasarana/sarana dasar, sering kali tidak terdapat jaringan jalan lokal 
ataupun saluran pembuangan atau pematusan). 
3) Kepadatan nyata diatas 500 jiwa/ha untuk kota besar dan sedang, dan 
diatas 750 jiwa/ha untuk kota metro. 
4) Lebih dari 60% rumah tidak/kurang layak huni, dengan angka penyakit 
akibat buruknya lingkungan permukiman cukup tinggi (ISPA, diare, 
penyakit kulit dll). 
5) Intensitas permasalahan sosial kemasyarakatan cukup tinggi (urban crime, 
keresahan serta kesenjangan yang tajam, dll). 
c. Tingkatan Kekumuhan Permukiman. 
Berikut dijelaskan kondisi kekumuhan pada kawasan perkotaan dan 
perdesaan yang sulit dipertahankan baik sebagai hunian maupun kawasan 
fungsional lain. Jenis kekumuhan yang perlu dihapuskan atau dikurangi 
dengan prinsip didaya gunakan (direvitalisasi atau di-refungsionalkan) adalah 
sebagai berikut: 
1) Kawasan Kumuh Diatas Tanah Legal. 
Yang dimaksud dengan kawasan kumuh legal adalah permukiman 
kumuh (dengan segala ciri sebagaimana disampaikan dalam kriteria) yang 
berlokasi diatas lahan yang dalam RUTR memang diperuntukkan sebagai 
28 
 
 
zona perumahan. Untuk model penanganannya dapat dilakukan dengan 
beberapa pendekatan, yaitu: 
a) Model Land Sharing, 
Yaitu penataan ulang diatas tanah/lahan dengan tingkat 
kepemilikan masyarakat cukup tinggi. Dalam penataan kembali 
tersebut, masyarakat akan mendapatkan kembali lahannya dengan 
luasan yang sama sebagaimana yang selama ini dimiliki/dihuni secara 
sah, dengan memperhitungkan kebutuhan untuk prasarana umum 
(jalan, saluran, dll).  
Beberapa prasyarat untuk penanganan secara ini antara lain:  
i. Tingkat pemilikan/penghunian secara sah (mempunyai bukti 
pemilikan/penguasaan atas lahan yang ditempatinya) cukup tinggi 
dengan luasan yang terbatas, 
ii. Tingkat kekumuhannya tinggi, dengan kesediaan lahan yang 
memadai untuk menempatkan prasarana dan sarana dasar, 
iii. Tata letak permukiman tidak terpola, 
b) Model Land Consolidation 
Model ini juga menerapkan penataan ulang diatas tanah yang selama 
ini telah dihuni.  
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Beberapa prasyarat untuk penanganan dengan model ini antara lain: 
i. Tingkat penguasaan lahan secara tidak sah (tidak memiliki bukti 
primer pemilikan/ penghunian) oleh masyarakat cukup tinggi, 
ii. Tata letak permukiman tidak/kurang berpola, dengan pemanfaatan 
yang beragam (tidak terbatas pada hunian) 
iii. Berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan fungsional yang 
lebih strategis dari sekedar hunian. Melalui penataan ulang 
dimungkinkan adanya penggunaan campuran (mix used) hunian 
dengan penggunaan fungsional lain. 
2) Kawasan Kumuh Diatas Tanah Tidak Legal. 
Yang dimaksudkan dengan tanah tidak legal ini adalah kawasan 
permukiman kumuh yang dalam RUTR berada pada peruntukan yang 
bukan perumahan. Disamping itu penghuniannya dilakukan secara tidak 
sah pada bidang tanah; baik milik negara, milik perorangan atau Badan 
Hukum. Contoh nyata dari kondisi ini antara lain; permukiman yang 
tumbuh disekitar TPA (tempat pembuangan akhir persampahan), kantung-
kantung kumuh sepanjang bantaran banjir, kantung kumuh yang berada 
dibelakang bangunan umum dalam suatu kawasan fungsional, dll. 
Penanganan kawasan permukiman kumuh ini antara lain melalui: 
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a) Resettlement/pemindahan penduduk pada suatu kawasan yang khusus 
disediakan, yang biasanya memakan waktu dan biaya sosial yang 
cukup besar, termasuk kemungkinan tumbuhnya kerusuhan atau 
keresahan masyarakat. Pemindahan ini apabila permukiman berada 
pada kawasan fungsional yang akan/perlu direvitalisasikan sehingga 
memberikan nilai ekonomi bagi Pemerintah Kota/Kabupaten. 
b) Konsolidasi lahan apabila dalam kawasan tersebut akan dilakukan re-
fungsionalisasi kawasan, dengan catatan sebagian lahan disediakan 
bagi lahan hunian, guna menampung penduduk yang kehidupannya 
sangat bergantung pada kawasan sekitar ini, bagi penduduk yang 
masih ingin tinggal di kawasan ini dalam rumah sewa. 
c) Program ini diprioritaskan bagi permukiman kumuh yang menempati 
tanah-tanah negara,dengan melakukan perubahan atau review terhadap 
RUTR. 
2. Kampung Improvement Program (KIP) 
Program Perbaikan Kampung atau Kampung Improvement Program (KIP) 
merupakan suatu pola pembangunan kampung yang didasarkan pada partisipasi 
masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan pemenuhan 
kebutuhannya. Program ini mempunyai prinsip universal yang berlaku dimana-
mana yakni memberdayakan dan menjadikan warga sebagai penentu dan 
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pemamfaat sumberdaya kota guna memperbaiki taraf hidup dan kemampuan 
untuk maju.  
Prinsip dari program perbaikan kampung adalah perbaikan kampung-
kampung kumuh di pusat kota yang berada di atas tanah milik masyarakat yang 
mempunyai kepadatan tinggi. KIP merupakan program untuk memperbaiki 
komponen infrastruktur dalam kampung. Program ini dilaksanakan secara terpadu 
dengan sektor-sektor terkait. Kawasan kumuh yang mendapatkan prioritas 
program ini yaitu kawasan kumuh dengan tingkat kekumuhan kurang kumuh  
sampai kumuh, dimana infrastruktur terbatas atau kurang, sering terkena banjir 
atau genangan, merupakan kampung tua, dan pendapatan perkapita masyarakat 
rendah.  
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan mutu kehidupan, terutama 
bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui penataan 
lingkungan dan peningkatan serta penyediaan prasarana dasar, sehingga akan 
meningkatkan jumlah keluarga yang bertempat tinggal pada rumah-rumah yang 
layak huni dan sehat.  Menurut Direktorat Cipta Karya, Program Pembangunan 
Perumahan dan Permukiman,(1998). Ciri-ciri kondisi kawasan yang dapat 
diterapkan program perbaikan kampung : 
a. Berada pada kawasan legal dan sesuai dengan RTR. 
b. Tingkat kepadatan tinggi, tetapi masih dalam batas kewajaran 
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c. Kualitas PSDPU langka dan terbatas. 
d. Belum perlu tindakan penataan menyeluruh dan resettlement. 
e. Dampak permasalahan bersifat lokal. 
3. Kebijakan Insentif  
Insentif merupakan perangkat untuk memacu pembangunan yang sesuai 
dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Biasanya berupa keringanan pajak, 
pembangunan serta pengadaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan 
pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah. 
Ketentuan pemberian insentif adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian 
imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. 
Secara lebih spesifik, contoh-contoh penerapan insentif dapat berupa: 
a. Pembangunan serta Pengadaan Infrastruktur 
Salah satu bagian lain yang sudah diterapkan sebagai sistem insentif 
adalah pengadaan infrastruktur oleh pemerintah sehingga kebutuhan dasar 
masyarakat atau investasi akan tertarik pada suatu wilayah atau kawasan 
tertentu. Misalnya dalam suatu kabupaten/kota pemerintah mempromosikan 
wilayahnya sebagai kawasan industri atau perumahan sederhana bagi 
masyarakat berpendapatan rendah, maka pada kawasan dimaksud pemerintah 
dapat membangun prasarana dasar seperti jalan, drainase, air bersih, listrik 
dan sebagainya (tentunya diikuti oleh kepastian hukum dan kepastian usaha 
serta kemudahan penyediaan tanah) yang menjadi daya tarik bagi investasi 
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untuk masuk ke dalam suatu daerah. Untuk ini diperlukan regulasi secara 
khusus tentang pola kerjasama dalam penanganan kawasan. Untuk 
meningkatkan kepastian hukum dan pelaksanaan program penyediaan 
infrastruktur bagi kawasan yang telah mendapat kesepakatan untuk 
dikembangkan ini, maka program pembangunan  dapat dimasukkan dalam 
anggaran daerah, pusat, maupun pinjaman sehingga dapat lebih operasional. 
b. Kemudahan Prosedur Perizinan  
Pada berbagai kasus bila fungsi kawasan telah ditetapkan dalam ruang 
wilayah lengkap dengan peraturan zonasinya, maka bagi masyarakat dan 
swasta yang akan melaksanakan kegiatan atau melaksanakan pemanfaatan 
ruang dapat diberi insentif berupa kemudahan prosedur perizinan antara lain 
melalui: 
1) Pengurangan biaya izin 
2) Pengurangan waktu perizinan sehingga menjadi lebih singkat 
3) Percepatan pelaksanaan koordinasi terkait perizinan 
Secara keseluruhan perlu disusun dan ditetapkan dalam bentuk perda 
tentang sistem perizinan beserta sistem insentif yang diberikan bila 
bersesuaian dengan rencana tata ruang dan juga program pembangunan 
daerah. 
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c. Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat, Swasta dan/atau Pemerintah 
Daerah. 
Pemberian penghargaan ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan 
kriteria besarnya partisipasi dalam perwujudan ruang dalam berbagai skala. 
Beberapa contoh penghargaan antara lain dapat berupa: 
1) Pemberian piagam atau penghargaan lain bagi seseorang, kelompok 
masyarakat atau kelompok tertentu yang turut meningkatkan fungsi 
lindung seperti yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. 
2) Pemberian penghargaan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dapat 
diberikan berdasarkan kriteria kinerja pelaksanaan program pembangunan 
berdasarkan rencana tata ruang. Berdasarkan program yang tertuang 
dalam dalam RPJP dan RPJM yang dipegang oleh setiap sektor serta 
arahan pembangunan yang ada dalam RTRW maka dapat dilakukan 
penilaian seberapa besar penyusunan program pembangunan dan upaya 
partisipasi masyarakat dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan 
rencana pola ruang.  
3) Pemberian piagam atau penghargaan pada sekolompok masyarakat 
tradisional yang secara menerus mampu menjaga kondisi sosio-kultural 
dan ruang permukiman yang ditetapkan sebagai warisan budaya, atau 
sebaliknya memberikan penghargaan pada pengembang yang dalam 
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pelaksanaan pembangunan mengikuti kaidah tata ruang (dan lingkungan) 
sekaligus dapat dijadikan percontohan perumahan sehat, dan sebagainya. 
4. Kebijakan Disinentif  
Sedangkan untuk membatasi pertumbuhan atau mencegah kegiatan yang tidak 
sejalan dengan RTR perlu adanya pemberian disinsentif. Perangkat tersebut 
diberikan dalam bentuk pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan 
infrastruktur, pengenaan biaya kompensasi hingga pemberian penalti bagi setiap 
pelanggaran pemanfaatan ruang. 
Arahan disinsentif meliputi: 
a. Arahan untuk pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah provinsi 
kepada pemerintah kabupaten/kota yang penataan ruangnya berdampak 
negatif pada wilayah kabupaten/kota; dan/atau 
b. Arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; 
c. Arahan untuk ketentuan persyaratan khusus perizinan dalam rangka kegiatan 
pemanfaatan ruang oleh masyarakat umum/lembaga komersial; 
d. Arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur. 
5. Rezoning 
Rezoning adalah perubahan peta zoning yang mengubah keseluruhan 
peruntukan/zonasi satu blok atau subblok (rezoning) dari zonasi yang kurang 
intensif menjadi penggunaan yang lebih intensif (Mandelker, 1993).  
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Rezoning merupakan salah satu bentuk fleksibilitas terhadap peraturan zonasi 
karena merupakan suatu hal yang mustahil apabila setiap lembaga perencana atau 
perencana profesional akan dapat merencanakan dan melaksanakan peraturan 
zoning tersebut untuk setiap penggunaan lahan jangka panjang secara detail 
(Wright, 1985) 
6. Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) 
Peningkatan Kualitas Perumahan yang selanjutnya disingkat PKP adalah 
upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi perumahan dari yang tidak 
memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat di perkotaan dan perdesaan. 
PKP  bertujuan  mewujudkan  perumahan  yang  layak  huni dan  lingkungan  
yang sehat, aman, nyaman dan serasi serta teratur. 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :   
a. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 
tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan 
sarana lingkungan;  
b. Peningkatan Kualitas Perumahan yang selanjutnya disingkat PKP adalah 
upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi perumahan dari yang tidak 
memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat di perkotaan dan perdesaan; 
c. Pemberdayaan  masyarakat  adalah  fasilitasi  kepada  masyarakat  untuk  
menentukan  sendiri  program  kegiatan  pembangunan  perumahan  yang 
akan dilaksanakan bersama-sama pemangku kepentingan yang bertujuan 
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membantu menggerakkan  serta  mendorong  masyarakat  dalam  rangka  
pembangunan perumahan swadaya;   
d. Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  yang  selanjutnya  disingkat  MBR  
adalah keluarga/rumah  tangga  yang  memiliki  tingkat  pendapatan  tetap  
atau  tidak tetap  sesuai  dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara  
Perumahan Rakyat tentang  Pengadaan  Perumahan  dan  Permukiman  
dengan  Dukungan  Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR/KPRS 
Bersubsidi;   
e. Stimulan  PKP  adalah  bantuan  atau  kemudahan  dari  berbagai  sumber  
daya kepada MBR untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan di Satuan 
Wilayah Kegiatan;  
f. Rencana Tindak Komunitas (Community Action Plan) yang selanjutnya 
disingkat RTK  adalah  rencana  pembangunan  perumahan  yang  disusun  
untuk menyelesaikan permasalahan peningkatan kualitas perumahan;   
g. Kelompok  Masyarakat  yang  selanjutnya  disebut  Pokmas  atau  Lembaga 
Swadaya  Masyarakat  yang  selanjutnya  disingkat  LSM  adalah  lembaga 
yang terdapat  di  tingkat  desa/kelurahan  yang    telah  berjalan  dan  
melayani masyarakat setempat;  
h. Lembaga  Keuangan  Mikro  yang  selanjutnya  disingkat  LKM  atau  
Lembaga Keuangan  Non  Bank  yang  selanjutnya  disingkat  LKNB  adalah  
kelembagaan keuangan  yang  berstatus  badan  hukum,  sebagai  penanggung  
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jawab pemberian  stimulan  PKP  untuk  perumahan  swadaya  bagi  MBR  
antara  lain koperasi dan koperasi syariah;   
i. Kelompok  Kerja  yang  selanjutnya  disingkat  Pokja  adalah  Tim  
Pelaksanaan kegiatan  Peningkatan  Kualitas  Perumahan  yang  
berkedudukan  di  pusat, provinsi dan kabupaten/kota;  
j. Konsultan Manajemen Pusat yang selanjutnya disingkat KMP adalah 
konsultan yang membantu Kementerian Negara Perumahan Rakyat dalam 
pelaksanaan kegiatan PKP di tingkat pusat;  
k. Konsultan  Manajemen  Wilayah  yang  selanjutnya  disingkat  KMW  adalah  
konsultan yang membantu Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan  
PKP di tingkat provinsi;  
l. Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KMK 
adalah konsultan yang membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 
pelaksanaan kegiatan PKP di tingkat kabupaten/kota;  
m. Kelompok  Swadaya  Masyarakat  yang  selanjutnya  disingkat  KSM  adalah  
kelompok yang terdiri dari MBR yang mengorganisasi diri;  
n. Satuan Wilayah Kegiatan selanjutnya disingkat SWK adalah satuan 
lingkungan perumahan yang ditangani;  
o. Perumahan  swadaya  adalah  rumah  atau  perumahan  yang dibangun  atas  
prakarsa  dan  upaya  masyarakat,  baik  secara  sendiri maupun  berkelompok  
yang  meliputi  perbaikan,  pemugaran/perluasan  atau  pembangunan  rumah  
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baru beserta lingkungan;  
p. Perbaikan atau pemugaran rumah adalah kegiatan tanpa perombakan yang  
mendasar,  bersifat  parsial,  dan  memerlukan  peran  serta  masyarakat  yang  
dilaksanakan secara bertahap;   
q. Pembangunan  rumah  baru  adalah  kegiatan  pembuatan  bangunan  rumah  
layak huni di atas tanah matang yang sudah disiapkan oleh masyarakat; 
r. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian  
dan sarana pembinaan keluarga;  
s. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, yang selanjutnya disingkat PSU adalah  
kelengkapan  dasar  dan  fasilitas  yang  dibutuhkan  agar  perumahan  dapat  
berfungsi secara optimal;  
t. Pendamping  masyarakat  selanjutnya  disebut  Fasilitator  adalah  tenaga  
lokal yang  menjadi  penggerak  masyarakat  dalam  pelaksanaan  
pembangunan yang diharapkan tetap berada dalam masyarakat setelah 
kegiatan berakhir sehingga dapat berkelanjutan.   
u. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN  
adalah  rencana  keuangan  tahunan  Pemerintah  Negara  yang  disetujui  oleh  
Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-undang;  
v. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD  
adalah  rencana  keuangan  tahunan  Pemerintah  Daerah  yang  disetujui  oleh  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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Lingkup  penyelenggaraan  PKP  meliputi  peningkatan  kualitas  
perumahan dan prasarana lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat 
miskin pada lingkungan tersebut di kawasan perkotaan dan kawasan 
perdesaan.    
a. Kriteria penetapan lokasi ialah :  
1) peruntukan lokasi adalah untuk perumahan sebagaimana ditetapkan dalam 
rencana tata ruang Kabupaten/Kota;  
2) kepadatan bangunan paling rendah 50 unit per hektar di perkotaan 
dan/atau antara 30 – 50 unit untuk perdesaan yang mengalami penurunan 
kualitas;  
3) kondisi bangunan paling rendah 40% tidak memenuhi persyaratan layak 
huni;  
4) PSU yang ada belum memenuhi persyaratan kelayakan.  
b. Kriteria penetapan  calon  penerima manfaat ialah : 
1) Masyarakat berpenghasilan rendah; 
2) berdomisili tetap di Satuan Wilayah Kegiatan (SWK);  
3) menguasai dan memiliki tanah yang telah berstatus hukum;  
4) belum memiliki rumah dan/atau menempati rumah dengan katagori tidak 
layak huni;  
5) sebagai anggota Kelompok Swadaya Masyarakat; 
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6) bersedia mengikuti ketentuan yang telah disepakati  oleh KSM, Pokmas, 
Pokja; 
7) belum menerima bantuan perumahan dari program/sumber lain; dan 
8) penerima bantuan hanya berlaku untuk 1 (satu) orang setiap 1 (satu) 
keluarga; atau  
9) selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h, 
diutamakan yang memiliki kriteria :  
a) telah menerima bantuan pemberdayaan ekonomi dari program terkait 
lainnya; 
b) terkena pembongkaran akibat pelaksanaan rencana tapak (site plan). 
c. Pemanfaatan dana bantuan adalah jenis kegiatan yang dapat di biayai untuk: 
1) kegiatan fasilitasi pembangunan rumah baru dan/atau perbaikan dan/atau 
perluasan rumah;  
2) kegiatan fasilitasi pembangunan dan/atau perbaikan PSU;  
3) kegiatan lain yang menunjang peningkatan pembangunan rumah layak 
huni dalam lingkungan sehat, aman, serasi, dan teratur;  
d. Penetapan besaran dana stimulasi PKP :  
1) mempertimbangkan kebutuhan fasilitasi pembangungan  baru dan/atau 
perbaikan rumah dan/atau perluasan rumah dan/atau peningkatan PSU 
sebagaimana tercantum dalam RTK, ketersediaan dana  dan jumlah 
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Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) per Satuan Wilayah Kegiatan 
(SWK);  
2) jumlah paling rendah penerima manfaat per SWK : 30 KK untuk 
perdesaan, dan minimum 50 KK untuk perkotaan;  
3) penetapan besaran dana sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan b, 
berdasarkan pada kesepakatan dalam koordinasi di tingkat kabupaten/kota. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa Kota 
Sungguminasa. Penulis mengambil studi kasus di Kota Sungguminasa karena 
mengingat potensi yang ada di Kota Sungguminasa sebagai kota perdagangan dan 
letaknya yang strategis, dilalui oleh jalur regional provinsi. Wilayah studi ini dibatasi 
pada permukiman padat yang berada di Kecamatan Somba Opu, Kelurahan 
Sungguminasa RW 02 yang berada di sekitar koridor Jalan Syamsuddin Tunru, yang 
merupakan kawasan pusat aktivitas komersial kota. 
Keadaan yang menyebabkan hunian tersebut menjadi tidak nyaman dan tidak 
layak huni dikarenakan : 
1. Kepadatan dan tidak teraturnya bangunan. 
2. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) hampir 100 %. 
3. Rendahnya kualitas bangunan. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan 
data kuantitatif yang dapat diuraikan sebagai berikut :  
a. Data Kualitatif  adalah jenis data yang tidak berupa angka tetapi berupa 
kondisi kualitatif objek dalam ruang lingkup penelitian baik dalam bentuk 
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uraian kalimat ataupun penjelasan. Data kualitatif yang dimaksud meliputi 
kondisi lokasi, pola penggunaan lahan, dan kondisi permukiman.  
b. Data Kuantitatif adalah jenis data yang berupa angka atau numerik yang bisa 
diolah dengan menggunakan metode perhitungan yang sederhana. Data 
kuantitatif yang dimaksud adalah luas wilayah dan jumlah penduduk. 
2. Sumber Data 
Menurut sumbernya data terbagi atas dua yaitu : 
a. Data primer dikumpulkan melalui survai primer yang dilakukan melalui 
pengamatan dan pengukuran atau perhitungan langsung (observasi) di 
lapangan dan penyebaran kuesiner atau pertanyaan kepada para masyarakat 
yang mengetahui keadaan dan kondisi permukiman.  
Data primer yang dibutuhkan antara lain : 
1) Penggunaan Lahan 
2) Kondisi Fisik Lokasi 
3) Permukiman Kumuh   
b. Sumber sekunder merpakan sumber data yang berasal dari instansi yang 
terkait dengan studi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk 
kegiatan analisis. Selain itu, data sekunder lainnya adalah studi literatur untuk 
mendapatkan literatur yang berkaitan dengan studi. Data sekunder yang 
dibutuhkan antara lain: 
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1) RUTR Kota Sungguminasa diperoleh dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Gowa 
2) Data Demografi diperoleh dari Kantor Kelurahan Sungguminasa  
3) Kondisi Fisik Dasar dari Kantor Kelurahan Sungguminasa 
4) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dari Kantor Kelurahan Sungguminasa 
C. Metode Pengumpulan Data  
Pengumpulan data yang dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu : 
1. Survey lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 
pengamatan langsung pada obyek penelitian dalam rangka untuk memperoleh 
data dan informasi yang terkait dengan kondisi permukiman kumuh di sekitar 
tanggul Sungai Je’neberang. 
2. Kuisioner yaitu suatu cara singkat mengumpulkan sejumlah data atau informasi 
acak mengenai untuk menggali opini penghuni permukiman terhadap kondisi 
hunian mereka tinggal. 
3. Telaah Pustaka yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 
memperoleh data atau gambar berupa peta-peta yang terkait dengan penelitian 
berupa peta Rencana Umum Tata Ruang dan peta administrasi, serta data-data 
pendukung lainnya yang bersumber dari buku-buku atau literatur yang terkait 
dengan penelitian dan dokumen laporan hasil penelitian sebelumnya. 
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Tabel 3.1. Kebutuhan Data Faktor-Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman 
Kumuh 
Sasaran Indikator Data Variabel 
Jenis dan 
Sumber Data 
Identifikasi 
karakter 
penghuni 
Ekonomi 
Tingkat Pendapatan 
Data Primer , 
Observasi 
Lapangan 
Jenis Pekerjaan 
Sosial 
Tingkat Pendidikan 
Tingkat Kepadatan 
Lama Tinggal 
Sumber : Hasil analisis 2012 
 
Tabel 3.2. Kebutuhan Data Tingkat Kekumuhan Permukiman 
Variabel Indikator 
Jenis Data 
Sumber Data 
Primer Sekunder 
Kondisi Lokasi 
Kesesuaian dengan 
Rencana Tata 
Ruang 
(RUTRK/RDTRK) 
   
Dokumen Rencana 
Tata Ruang Umum dan 
Detil 
Status Penguasaan 
Bangunan 
   Kuisioner 
Frekuensi Bencana 
Kebakaran 
   
Kantor Kelurahan 
Sungguminasa 
Frekuensi Bencana 
Banjir 
   
Kantor Kelurahan  
Sungguminasa 
Frekuensi Bencana 
Tanah Longsor 
   
Kantor Kelurahan 
Sungguminasa 
Kependudukan 
Tingkat Kepadatan 
Penduduk 
   
Kantor Kelurahan 
Sungguminasa 
Rata-rata anggota 
rumah tangga 
   Observasi Lapangan 
Jumlah anggota 
rumah 
tangga/rumah 
   Observasi Lapangan 
Tingkat 
Pertumbuhan 
Penduduk 
   
Kantor Kelurahan 
Sungguminasa 
Kondisi 
Bangunan 
Tingkat Kualitas 
Struktur Bangunan 
   Observasi Lapangan 
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Tingkat Kepadatan 
Bangunan 
   Observasi Lapangan 
Tingkat 
Penggunaan Luas 
Lantai Bangunan 
   Observasi Lapangan 
Sumber :Modifikasi Kriteria Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya,Departemen 
Pekerjaan Umum, 2006 
D. Variabel Penelitian  
Pengertian variabel penelitian menurut Arikunto (2006) adalah segala sesuatu 
yang menjadi objek penelitian atau apa yang akan menjadi titik perhatian suatu 
penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua macam variabel, yaitu : 
1. Variabel Bebas  
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab 
variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah karakteristik penghuni 
permukiman kumuh yang terdiri dari kondisi sosial dan ekonomi pemukim.  
2. Variabel Terikat  
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel 
lain, namun suatu variabel tertentu dapat sekaligus menjadi variabel bebas dan 
variabel terikat. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat kekumuhan . 
E. Populasi dan Sampel  
Populasi merupakan keseluruhan segala subjek penelitian dan yang dimaksud 
dalam penelitian ini ialah seluruh masyarakat yang bermukim di sekitar jalan 
Syamsudin Tunru RW 02 Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa. 
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Sampel ialah bagian dari populasi yang mewakili populasi yang bersangkutan 
(Sumaatmaja, 1988). Sampel pada penelitian ini ialah sebagian penghuni yang 
diambil dari permukiman di RW 2. Sedangkan teknik sampel yang diambil adalah 
probability sampling dengan metode simple random sampling yang artinya setiap 
responden atau penghuni mempunyai kesempatan atau peluang yang sama. Menurut 
Arikunto (2002), besarnya sampel untuk penghuni pada populasi yang sangat besar 
(lebih dari 100), maka besar sampel dapat diambil 10-25 % . Berdasarkan pendapat 
tersebut maka besar sampel pada penelitian ini 15% dari jumlah populasi di wilayah 
penelitian. Jumlah KK di RW 02 berjumlah 264  jiwa. Maka jumlah sampel ialah 40 
jiwa. 
F. Teknik Analisis 
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, maka metode analisis 
yang akan digunakan yaitu : 
1. Untuk menjawab rumusan masalah pertama yakni faktor apa saja yang 
mempengaruhi tumbuhnya permukiman kumuh di sekitar tanggul Sungai 
Je’neberang Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa ialah dengan pendekatan 
kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan dengan menggunakan instrument 
berupa kuisioner. Analisis ini digunakan untuk dapat mengetahui opini penghuni 
terhadap penyebab kekumuhan permukiman tempat mereka tinggal. Aspek-aspek 
yang digali terhadap opini penghuni ini, berupa aspek sosial dan ekonomi, 
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diantaranya faktor tingkat penghasilan, lama tinggal, jenis pekerjaan dan tingkat 
pendidikan. 
2. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab seberapa besar tingkat 
kekumuhan permukiman di sekitar tanggul Sungai Je’neberang Kelurahan 
Sungguminasa Kabupaten Gowa yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan 
menelaah standar, indikator tingkat kekumuhan dari Departemen Permukiman 
dan Prasarana Wilayah dan Kota Tahun 2002. Untuk menghitung nilai tingkat 
kekumuhan digunakan rumus sebagai berikut (Dirjen Perumahan dan 
Permukiman) : 
Keterangan : 
I    = Tingkat Kekumuhan 
B   = Nilai bobot kriteria 
N   = Komponen penilaian 
Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh hasil tingkat kekumuhan sebagai 
berikut : 
Kumuh Ringan   =  1   
Kumuh Sedang  =  2  
Kumuh Berat  = 3  
Indikator tingkat kekumuhan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 3.3. Indikator Tingkat Kekumuhan 
 
No. Indikator Klasifikasi Nilai 
A. Kondisi Lokasi 
1. 
Kesesuaian dengan 
rencana tata ruang 
(RUTRK/RDTRK) 
> 50% Tidak sesuai (bukan perumahan) 3 
31-50% Tidak sesuai (revisi/review) 2 
< 31% Sesuai peruntukan (perumahan) 1 
2. 
Status Penguasaan  
Bangunan 
> 50% (milik pemerintah/ badan usaha lain) 3 
31 – 50 % (bukan masyarakat pemilik) 2 
< 31% (mayarakat pemilik) 1 
3. 
Frekuensi Bencana 
Kebakaran 
>5 kali/tahun (tinggi)  3 
3-5 kali/tahun (sedang)  2 
<3 kali/tahun (rendah)  1 
4. 
Frekuensi Bencana 
Banjir 
>5 kali/tahun (tinggi)  3 
3-5 kali/tahun (sedang)  2 
<3 kali/tahun (rendah)  1 
5. 
Frekuensi Bencana 
Tanah Longsor 
>5 kali/ 3tahun (tinggi)  3 
3-5 kali/ 3tahun (sedang)  2 
<3 kali/ 3tahun (rendah)  1 
B. Kependudukan 
1. 
Tingkat Kepadatan 
Penduduk 
Metro Besar Sedang 
 
 
 
> 750 > 500 > 250 (sangat tinggi) 3 
750-
500 
500-
250 
250-
150 
(tinggi) 2 
499-
250 
249-
150 
149-
100 
(menengah/sedang) 1 
2. 
Rata-rata Anggota 
Rumah Tangga 
> 10 jiwa/KK (tinggi) 3 
8 – 10 jiwa/KK (sedang) 2 
< 8 jiwa/KK (rendah) 1 
3. 
Jumlah Kepala 
Keluarga per 
rumah/bangunan 
> 3 KK (tinggi) 3 
3 KK (sedang) 2 
< 3 KK (rendah) 1 
4. 
Tingkat 
Pertumbuhan 
Penduduk 
< 2,0% (tinggi) 3 
1,5 – 2,0 % (sedang) 2 
< 1,5 % (rendah) 1 
C. Kondisi Bangunan 
1. 
Tingkat Kualitas 
Struktur Bangunan 
> 50 % (Non Permanen) 3 
31 – 50 % (Semi permanen) 2 
< 30 % (Permanen) 1 
  
51 
 
 
2. Tingkat Kepadatan Bangunan 
> 150 Unit/Ha (tinggi) 3 
100 – 150 Unit/Ha (sedang) 2 
< 100 Unit/Ha (rendah) 1 
4. Tingkat Penggunaan Luas Lantai Bangunan 
< 6,5 m
2 
/org (tinggi) 3 
6,6 – 8,5  m2 /org (sedang) 2 
> 8,5 m
2 
/org (rendah)  1 
E. Kondisi Sosial Ekonomi 
1. Tingkat Pendapatan 
> 25 %  3 
16 – 25 %  2 
< 15 %  1 
2. Tingkat Pendidikan 
> 10 %  3 
6 – 10 % 2 
< 5 % 1 
3. Tingkat Kerawanan Keamanan 
> 4 kali/Thn 3 
3 – 4 kali/Thn 2 
< 3 kali/Thn 1 
Sumber : Direktorat Peruumahan dan Permukiman Tahun 2002. 
 
a. Lokasi  
1) Legalitas Tanah 
Status legalitas tanah adalah perbandingan jumlah rumah yang 
dibangun di atas tanah/lahan yang diperuntukkan bukan sebagai 
perumahan dibandingkan dengan bangunan pada tanah yang diperuntukan 
bagi perumahan sesuai dengan RUTR. Semakin luas suatu permukiman 
berada di atas lahan yang tidak diperuntukan bagi permukiman, maka 
tingkat kekumuhannya semakin tinggi. Teknik penilaiannya adalah:  
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2) Status Penguasaan Bangunan 
Status penguasaan bangunan adalah status pemilikan dan penggunaan 
bangunan. Semakin banyak penduduk di suatu permukiman yang 
menguasai bangunan bukan milik sendiri, yaitu dengan cara sewa atau 
kontrak, tingkat permasalahan kumuh dari segi penguasaan bangunan 
semakin tinggi. 
Perhitungan status penguasaan bangunan adalah perbandingan antara 
jumlah KK yang menemati bangunan dengan cara sewa/kontrak dengan 
jumlah seluruh KK yang ada pada  permukiman yang akan dinilai. 
Adapun teknik penilaiannya adalah:  
                                    
         
       
3) Frekuensi Bencana Kebakaran  
Frekuensi bencana kebakaran adalah banyaknya kejadian kebakaran 
pada suatu lingkungan permukiman. Semakin sering terjadi bencana 
kebakaran pada suatu lingkungan permukiman, tingkat kerawanan 
bencana di lingkungan tersebut semakin tinggi dan sarana dan prasarana 
fisiknya buruk. Perhitungan frekuensi bencana kebakaran dinilai dari 
banyaknya kejadian selama 1 (satu) tahun pada suatu wilayah atau 
lingkungan permukiman. Adapun teknik penilaiannya adalah  Jumlah 
Kejadian Kebakaran selama dalam satu tahun. 
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4) Frekuensi Bencana Banjir  
Frekuensi bencana banjir adalah banyaknya kejadian bencana banjir 
pada suatu lingkungan permukiman, biasanya disebabkan karena tidak 
tersedianya atau kurang terpeliharanya prasarana drainase ataupun tempat 
pembuangan akhir. Semakin sering terjadinya bencana banjir, maka 
permukiman tersebut dapat dikatakan lebih kumuh dan rawan terhadap 
penyakit. Perhitungan frekuensi bencana banjir dinilai dari banyaknya 
kejadian selama setahun pada suatu wilayah. Adapun teknik penilaiannya 
adalah Jumlah Kejadian Bencana Banjir selama dalam satu tahun 
5) Frekuensi bencana tanah longsor  
Frekuensi bencana longsor adalah banyaknya kejadian bencana tanah 
longsor pada suatu lingkungan permukiman. Semakin sering terjadinya 
bencana longsor pada suatu lingkungan permukiman dapat dikatakan 
semakin tinggi tingkat kerawanan bagi kelangsungan hidup penduduknya 
dan secara fisik membutuhkan penanganan yang cukup mahal. 
Perhitungan frekuensi bencana tanah dinilai dari banyaknya kejadian 
tanah longsor selama tiga tahun terakhir dalam suatu wilayah. Adapun 
teknik penilaiannya adalah jumlah Kejadian Bencana Tanah Longsor 
dalam tiga tahun. 
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b. Kependudukan  
1) Tingkatan Kepadatan Penduduk 
Tingkat Kepadatan Penduduk adalah perbandingan antara jumlah 
penduduk dengan luas wilayah dalam satuan hektar (Ha) pada batas 
wilayah administrasi tertentu. Semakin padat penduduk pada suatu 
wilayah mengakibatkan semakin terhadap sumber daya dan daya dukung 
fisik lingkungan yang ada pada wilayah tersebut. Adapun perhitungan 
pada tingkat kepadatan penduduk adalah dengan membandingkan 
banyaknya penduduk dengan luas wilayah administrasi kelurahan (Ha). 
Teknik Penilaian adalah:  
                                  
                       
       
2) Rata-rata Anggota Rumah Tangga 
Rata-rata anggota rumah tangga atau besarnya anggota rumah tangga 
adalah rata-rata banyaknya anggota keluarga pada tiap-tiap kepala 
keluarga (KK). Anggota rumah tangga ini menunjukkan banyaknya 
anggota keluarga yang menjadi tanggungan KK tersebut. Semakin besar 
rata-rata ukuran rumah tangga menunjukkan semakin besarnya tingkat 
konsumsi barang maupun jasa pada keluarga tersebut, misalnya konsumsi 
listrik dan air akan lebih besar pada keluarga yang memiliki ukuran 
keluarga yang lebih besar. Perhitungan rata-rata anggota rumah tangga 
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dinilai dengan membandingkan jumlah penduduk keseluruhan dengan 
jumlah seluruh KK. Teknik Penilaiannya adalah:  
                                          
                 
       
3) Jumlah Kepala Keluarga per Rumah / Bangunan  
Jumlah KK perumahan adalah perbandingan antara jumlah KK pada 
suatu wilayah dengan jumlah bangunan rumah. Semakin tinggi angka 
perbandingan KK dengan bangunan rumah ini menunjukkan semakin 
banyak jumlah anggota keluarga, yang pada gilirannya berpengaruh pada 
kebutuhan sarana pelayanan yang semakin besar. Perhitungan jumlah KK 
per rumah / bangunan adalah perbandingan jumlah KK pada suatu wilayah 
dengan jumlah rumah pada wilayah  tersebut. Teknik penilaiannya adalah:  
                            
                     
       
4) Tingkat Pertumbuhan Penduduk  
Tingkat pertumbuhan penduduk adalah pertambahan penduduk tiap 
tahun pada suatu wilayah yang dilihat dari jumlah penduduk pada awal 
tahun dan akhir tahun tiap 1000 penduduk. Perhitungan tingkat 
pertumbuhan penduduk membandingkan jumlah pertumbuhan penduduk 
dalam satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama 
dikalikan 100%.  
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Teknik Penilaiannya adalah: 
                                                        
                          
       
c. Kondisi Bangunan 
1) Tingkat Kualitas Struktur Bangunan  
Kualitas struktur bangunan yang dimaksud terkait dengan kebutuhan 
minimal keamanan dan keselamatan bangunan khususnya rumah tinggal . 
Tingkat kualitas stuktur bangunan adalah persentase banyaknya bangunan 
rumah yang tidak memenuhi persyaratan pondasi, dinding , rangka , atap , 
serta lantai bangunan rumah tinggal yang sehat. Semakin banyak rumah 
dalam suatu permukiman yang tidak memenuhi  kriteria kebutuhan 
minimal keselamatan dan keamanan mengidikasikan kondisi lingkungan 
permukiman semakin kumuh . 
Teknik penilaiannya adalah  
                                                 
                                 
       
2) Tingkat Kepadatan Bangunan 
Tingkat kepadatan bangunan adalah jumlah unit bangunan per satuan 
luas (Ha) dalam suatu kawasan permukiman .Suatu kawasan permukiman 
menjadi kumuh salah satunya adalah disebabkan oleh tingkat kepadatan 
bangunan yang tinggi disebabkan oleh keterbatasan lahan yang tersedia. 
Perhitungan tingkat kepadatan bangunan adalah membandingkan jumlah 
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bangunan rumah yang ada dengan luas lahan permukiman dalam suatu 
wilayah.  
Teknik Penilaiannya adalah 
                     
                
       
3) Tingkat Penggunaan Luas Lantai Bangunan 
Tingkat penggunaan luas lantai bangunan adalah luas ruang yang 
dipergunakan untuk melakukan aktifitas sosial , ekonomi dan budaya 
setiap orang. Mengingat banyaknya jumlah rumah dan terbatasnya luas 
lahan  pada permukiman kumuh, pada umumnya ruang aktivitas per orang 
sangat kecil.Hal ini menimbulkan terjadinya interaksi yang sangat tinggi 
antara orang dalam permukiman . Kriteria permukiman kumuh mengacu 
pada pedoman umum rumah sederhana sehat adalah luas lantai kurang 
dari 9 meter persegi setiap orang . Perhitungan tingkat penggunaan luas 
lantai bangunan ialah membandingkan luas lingkungan rumah dengan 
jumlah penghuni rumah.  
Teknik Penilaiannya adalah:  
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d. Kondisi Sosial dan Ekonomi  
1) Tingkat Pendapatan  
Tingkat pendapatan dilihat dari besarnya pendapatan penduduk yang 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu kawasan 
permukiman . Dalam hal ini kriteria dasar yang digunakan adalah Upah 
Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMP/UMK) 
Lemahnya sumber daya masyarakat juga dapat diindikasikan dari 
banyaknya penduduk dengan penghasilan di bawah UMP/UMK. 
Perhitungan tingkat pendapatan penduduk dalam suatu kawasan adalah 
perbandingan antara jumlah penduduk dengan penghasilan di bawah UMP 
/ UMK dengan jumlah penduduk keseluruhan dikalikan dengan 100 %. 
Teknik Penilaiannya adalah 
                                               
                  
       
2) Tingkat Pendidikan  
Tingkat pendidikan dilihat dari persentase jumlah penduduk 
berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh . Dalam hal ini yang ingin 
diketahui adalah tingkat pendidikan dalam kategori tidak tamat pendidikan 
Sekolah Dasar sembilan tahun dengan keseluruhan jumlah penduduk 
dikalikan dengan 100 %. Teknik Penilaiannya adalah  
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3) Tingkat Kerawanan Keamanan 
Tingkat kerawanan keamanan adalah banyaknya kejadian tindak 
kejahatan pada suatu kawasan permukiman. Semakin sering terjadinya 
tindak kejahatan pada suatu kawasan permukiman dapat dikatakan 
semakin tinggi tingkat kekumuhan permukiman. Perhitungan tingkat 
kerawanan keamanan dinilai dari banyaknya kejadian tindak kejahatan 
dalam satu tahun pada suatu wilayah. Adapun teknik penilaiannya adalah 
jumlah Kejadian Tindak Kejahatan dalam satu tahun  
 
3. Untuk menjawab rumusan masalah ketiga yakni bagaimana konsep pengendalian 
permukiman kumuh di sekitar tanggul Sungai Je’neberang Kelurahan 
Sungguminasa Kabupaten Gowa digunakan analisis deskriptif kualitatif.   
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G. Definisi Operasional 
1. Kumuh Berat adalah suatu kondisi permukiman dengan tingkat kesesuaian 
peruntukkan dengan  RDTRK bukan  peruntukkan permukiman >50%, status 
penguasaan bangunan ialah milik pemerintah / badan usaha lain >50%,  frekuensi 
bencana alam dan kebekaran tinggi (>5kali/tahun), tingkat kepadatan penduduk 
tinggi (>250jiwa/Ha), rata-rata anggota rumah tangga >10 jiwa, jumlah kepala 
keluarga per rumah >3 KK, tingkat pertumbuhan penduduk per tahun >2,0%. 
Selain itu tingkat kualitas struktur bangunan yang merupakan temporer >50%, 
tingkat kepadatan bangunan tinggi (>150unit/ha), tingkat penggunaan luas lantai 
bangunan tinggi (<6,5m
2
/orang). Tingkat pendapatan dibawah UMP >25%, 
tingkat pendidikan sebagian besar tidak tamat pendidikan dasar 9 tahun (6-10%), 
dan tingkat kerawanan keamanan lebih dari 4kali/tahun. 
2. Kumuh Sedang adalah suatu kondisi permukiman yang tidak sesuai peruntukkan 
dengan  RTRK 31–50%, status penguasaan bangunan  bukan masyarakat pemilik 
yakni 31–50%, frekuensi bencana alam dan kebakaran sedang (3-5kali/tahun), 
tingkat kepadatan penduduk tinggi (150-250jiwa/Ha), rata-rata anggota rumah 
tangga 8–10 jiwa, jumlah KK/rumah 3KK, tingkat pertumbuhan penduduk/tahun 
1,0–2,0%. Selain itu tingkat kualitas struktur bangunan merupakan temporer ialah 
31–50%, tingkat kepadatan bangunan sedang (100–150unit/ha), tingkat 
penggunaan luas lantai bangunan sedang (6,6– 8,5m2/orang). Serta kondisi tingkat 
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pendapatan 16-25% dibawah UMP, tingkat pendidikan 6-10% tidak tamat 
pendidikan dasar 9 tahun, dan tingkat kerawanan keamanan 3-4kali/tahun. 
3. Kumuh Ringan adalah suatu kondisi permukiman yang tingkat kesesuaian dengan 
peruntukkan dengan  RTRK yaitu <30%, status penguasaan bangunan yang bukan 
merupakan masyarakat pemilik < 30 %, frekuensi bencana kebakaran dan 
bencana alam rendah (<3kali/tahun), tingkat kepadatan penduduk sedang (100-
149jiwa/ha), rata-rata anggota rumah tangga kurang dari 8 jiwa, jumlah 
KK/rumah kurang dari 3 KK, tingkat pertumbuhan penduduk per tahun kurang 
dari 1,5 %. Selain itu tingkat kualitas struktur bangunan yang temporer ialah 
<30%, tingkat kepadatan bangunan kurang dari  100 unit per hektar, tingkat 
penggunaan luas lantai bangunan lebih dari 8,5 m
2
/orang. Serta tingkat 
pendapatan yang dibawah UMP yaitu <15%, Tingkat pendidikan yang tidak tamat 
pendidikan dasar 9 tahun <5%, dan tingkat kerawanan keamanan kurang dari 
3kali/tahun. 
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H. Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir 
 
No Kegiatan 
Bulan 
Juli Agustus September Oktober November Desember 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pengajuan Judul                         
2 Konsultasi Pembimbing                         
3 Seminar Proposal                         
4 Survey (pengumpulan data)                         
5 Penyusunan Tugas Akhir                         
6 Pembimbingan                         
7 Ujian Konfren                         
8 Seminar Hasil                         
9 Pembimbingan / perbaikan seminar 
hasil 
                        
10 Seminar Akhir                         
11 Pengumpulan Tugas Akhir                         
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Harapan : 
 
menjamin hak setiap warga Negara untuk 
menempati, menikmati, dan / atau memiliki 
tempat tinggal sesuai dengan peruntukkan 
perudang-undangan 
Eksisting : 
1. Kepadatan dan tidak teraturnya bangunan 
2. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) hampir 100% 
3. Terdapatnya bangunan rumah yang tidak layak 
huni 
I. Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Rumusan Masalah : 
1. Faktor apa saja  yang mempegaruhi terciptanya 
permukiman kumuh di sekitar tanggul Sungai Jeneberang 
Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa? 
2. Bagaimana tingkat kekumuhan permukiman di sekitar 
tanggul Sungai Jeneberang Kelurahan Sungguminasa 
Kabupaten Gowa? 
3. Bagaimnan konsep pengendalian permukiman kumuh di 
sekitar tanggul Sungai Jeneberang Kelurahan 
Sungguminasa Kabupaten Gowa? 
Teori : 
1. Teori perumahan dan permukiman 
2. Teori Permukiman kumuh 
3. Teori Faktor penyebab tumbuhnya 
permukiman kumuh 
4. Teori Penilaian Tingkat Kekumuhan 
5. Teori Konsep dan pendekatan 
pengendalian permukiman kumuh 
Tujuan : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
terciptanya permukiman kumuh di sekitar tanggul Sungai 
Je’neberang Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa. 
2. Untuk mengetahui tingkat kekumuhan permukiman sekitar 
tanggul Sungai Jeneberang Kelurahan Sungguminasa 
Kabupaten Gowa. 
3. Untuk mengetahui konsep pengendalian permukiman 
kumuh di sekitar tanggul Sungai Jeneberang Kelurahan 
Sungguminasa Kabupaten Gowa. 
 
Kegunaan : 
Manfaat penelitian ini ialah untuk menentukan arahan 
pengendalian permukiman kumuh agar permukiman kumuh 
tersebut jumlahnya tidak semakin banyak dan masyarakat 
tersebut memperoleh kehidupan yang layak.  
Analisis Deskriptif Kualitatif 
Data : 
1. RUTR Kota Sungguminasa Tahun 
2001-2010  
2. Data Status Kepemilikan Lahan  
3. Data Kepadatan Bangunan 
4. Data Kondisi Rumah/Bangunan Tidak 
Layak Huni 
5. Data Demografi Penduduk  
6. Data Kepadatan Penduduk  
7. Data Status Kependudukan 
8. Data Lama Tinggal  Penduduk 
9. Data Tingkat Pendidikan 
10. Data Tingkat Pendapatan 
11. Data Jenis Pekerjaan 
12. Data Kerawanan  Lingkungan 
13. Data Kerawanan Sosial  
Hasil Analisis : 
1. Tingkat Kekumuhan permukiman di sekitar tanggul 
Sungai Jeneberang Kelurahan Sungguminasa Kabupaten 
Gowa. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya  
permukiman kumuh  di sekitar tanggul Sungai Jeneberang 
Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa.  
3. Konsep Pengendalian Permukiman Kumuh di sekitar 
tanggul Sungai Jeneberang Kelurahan Sungguminasa 
Kabupaten Gowa. 
 
Saran-saran  
Peran pemerintah dan stakeholder terkait 
serta masyarakat dalam upaya pengendalian 
permukiman kumuh untuk mencegah 
timbulnya kawasan kumuh baru dan 
menghilangkan kawasan kumuhnya  agar 
tercipta permukiman yang layak huni. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  
A. Tinjauan Umum Kelurahan Sungguminasa 
1. Kedudukan dan Letak Geografis 
Kelurahan Sungguminasa adalah salah satu Kelurahan yang terletak di 
wilayah kecamatan Somba Opu yang terletak di Ibukota Kabupaten Gowa dengan 
jarak 1 Km dari Ibukota Kabupaten (Sungguminasa), Luas Wilayah 40,6Ha 
dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara  : Kelurahan Tombolo 
b. Sebelah Timur : Kelurahan Bonto – Bontoa 
c. Sebelah Selatan : Desa Bontoala Kec Pallangga 
d. Sebelah Barat  : Kelurahan Pandang-pandang 
Pusat pemerintahan Kelurahan Sungguminasa terletak di wilayah Lingkungan 
Sungguminasa dan secara Administrasi Kelurahan Sungguminasa mempunyai 2 
(Dua) lingkungan, 8 RW., 19 RT, yaitu sebagai berikut : 
a. Lingkungan Sungguminasa membawahi 5 RW dan 13 RT. 
b. Lingkungan Lambaselo membawahi 3 RW dan 6 RT. 
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2. Keadaan Fisik Dasar Daerah 
a. Topografi 
Kelurahan Sungguminasa mempunyai kondisi wilayah yang datar dengan 
ketinggian 25 km dari permukaan laut. 
Tabel 4.1. Luas Lahan Kelurahan Sungguminasa. 
Lingkungan Lahan Jumlah 
Permukiman Pertanian Perkebunan Perikanan 
Sungguminasa 24,5 - - - 24,5 
Lambaselo 14,7 0,7 - - 15,4 
Jumlah 39,2 0,7 - - 39,9 
Persentase (%) 99,9 0,01 - - 100 
Sumber : Kantor Kelurahan Sungguminasa,2012 
b. Iklim dan Curah Hujan 
Iklim Kelurahan Sungguminasa  pada umumnya memiliki suhu rata-rata 
berkisar antara 22
0
 C sampai 35
0 
C dengan tingkat Curah Hujan 65-75 
mm/Tahun. Curah Hujan terbilang sedang dan terdapat 2 musim yaitu musim 
hujan dan musim kemarau. Musin hujan yang rata-rata dimulai pada bulan 
Oktober sampai April dan digunakan oleh masyarakat petani untuk menanam 
padi dan tanaman jangka pendek lainnya seperti jagung. Sedangkan musim 
kemarau terjadi rata-rata pada bulan Mei sampai September, pada musim ini 
petani biasa juga menanam tanaman. 
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c. Hidrologi Dan Tata Air. 
Untuk memenuhi akan kebutuhan air, Kelurahan Sungguminasa 
menggunakan 2 (dua) sumber air yaitu dari PDAM dan sumur pompa 
pemenuhan air bersih sehari-hari mnggunkan PDAM dan sebahagian warga 
memanfaatkan air sumur. Air PDAM paling banyak diakses oleh lingkungan 
Sungguminasa, dan air sumur dalam paling banyak digunakan oleh 
masyarakat lingkungan Lambaselo. 
3. Kependudukan 
a. Jumlah dan Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur 
Kependudukan merupakan aspek penting dalam perencanaan 
pembangunan suatu daerah. Jumlah penduduk Kelurahan Sungguminasa 
Tahun 2011 sebesar 7.623 jiwa yang terdiri dari 3.454 jiwa adalah laki-laki 
dan 3.809 jiwa perempuan. 
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan 
Sungguminasa 
No. Lingkungan KK Jumlah Penduduk Persentase (%) 
Laki-laki Perempuan Jumlah 
1. Sungguminasa 868 2.214 2.409 4.623 64% 
2. Lambaselo 665 1.240 1.400 2.640 36% 
 Jumlah 1.533 3.454 3.809 7.263 100% 
Sumber : Kantor Kelurahan Sungguminasa,2012 
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Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di 
Kelurahan Sungguminasa 
No. Usia 
Lingkungan 
Jumlah 
Persentase 
(%) Sungguminasa Lambaselo 
1. 0 – 5 Tahun 580 265 845 12% 
2. 5 – 15 Tahun 1.105 614 1.719 24% 
3. 15 – 20 Tahun 768 521 1.289 18% 
4. 20 -55 Tahun 1.944 1.132 3.076 42% 
5. Lansia 226 108 304 4% 
 Jumlah 4.623 2.640 7.263 100% 
Sumber : Kantor Kelurahan Sungguminasa,2012 
Dari data pada tabel 4.2 diatas menggambarkan bahwa jumlah penduduk 
Kelurahan Sungguminasa, usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia 
anak-anak dan lansia. Adapun sebaran kelompok usia yang paling dominan di 
Kelurahan Sungguminasa berada pada lingkungan Sungguminasa dengan 
perbandingan 64% dan di lingkungan Lambaselo 36%. 
b. Tingkat Kesejahteraan 
Tabel 4.4. Tingkat Kesejahteraan Penduduk Kelurahan Sungguminasa 
No Tingkat Kesejahteraan 
Per KK 
Lingkungan Jumlah Persentase 
% Sungguminasa Lambaselo 
1. Sejahtera 964 283 1.247 81% 
2. Prasejahtera 27 48 75 5% 
3. Miskin 68 143 211 14% 
Jumlah 1.059 474 1.533 100% 
Sumber : Kantor Kelurahan Sungguminasa, 2012 
Jumlah Kepala Keluarga Sejahtera mendominasi yaitu sebesar 81% dari 
total Kepala Keluarga yang ada di Kelurahan Sungguminasa, Keluarga Miskin 
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berada pada peringkat kedua yang berjumlah 14% sedangkan untuk Kepala 
Keluarga Prasejahtera berada pada peringkat ketiga dengan jumlah presentase 
5%. 
c. Tingkat Pendidikan  
Tabel 4.5. Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Sungguminasa 
No Pendidikan Lingkungan Jumlah Persentase 
(%) Sungguminasa Lambaselo 
1. Tidak sekolah 608 300 908 12% 
2. Tidak Tamat SD 88 115 203 3% 
3. SD 226 160 386 5% 
4. SLTP 448 415 863 12% 
5. SLTA 2.988 1.564 4.552 63% 
6. Diploma/Sarjana 265 86 351 5% 
Jumlah 4.623 2.640 7.263 100% 
Sumber : Kantor Kelurahan Sungguminasa,2012 
Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan mayoritas tingkat pendidikan 
tertinggi di Kelurahan Sungguminasa adalah SLTA. 
d. Mata Pencaharian  
Tabel 4.6. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Sungguminasa 
No. Jenis Pekerjaan 
Pokok 
Lingkungan Jumlah Persentase 
% Sungguminasa Lambaselo 
1. PNS 112 20 132 11% 
2. Pedagang 200 425 625 53% 
3. Peternak - - - - 
4. TNI/Polri 130 6 136 11% 
5. Petani 1 1 2 0.1% 
6. Pensiunan 54 16 70 6% 
7. Buruh 148 66 214 18% 
 Jumlah 645 633 1.179 100% 
Sumber : Kantor Kelurahan Sungguminasa,2012 
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Dari data tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas mata 
pencaharian penduduk Kelurahan Sungguminasa adalah mayoritas Pedagang. 
 
B. Tinjauan Permukiman Sekitar Tanggul Sungai Je’neberang RW 02 Kelurahan 
Sungguminasa 
1. Karakteristik Hunian  
a. Fungsi dan Kegiatan  
Kegiatan pusat di Kota Sungguminasa didominasi oleh kegiatan 
perdagangan dan jasa. Kegiatan ini berpusat di sepanjang Jl. K.H. Wahid 
Hasyim yang ditandai dengan banyaknya fasilitas perdagangan dan jasa. 
Dengan adanya pemusatan kegiatan tersebut tentu akan mendorong penduduk 
untuk bermukim disekitarnya. Hal ini ditandai dengan adanya wilayah 
permukiman padat yang keberadaannya di sekitar pusat kegiatan tersebut 
yaitu permukiman sekitar tanggul Sungai Je’neberang RW 02 Jl.Syamsuddin 
Tunru Kelurahan Sungguminasa. 
Permukiman tersebut memiliki kegiatan yang heterogen. Banyak 
penduduk membuka usaha di rumah atau pedagang non formal di pusat kota. 
Dari hasil survey, 20% fungsi dari bangunan sudah berubah menjadi 
campuran antara hunian dan tempat usaha. Kegiatan masyarakat di 
permukiman ini sangat bervariasi diantaranya ada yang melakukan kegiatan 
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industri di rumah, berjualan dengan menggunakan warung, membuka warung 
makan, kios pulsa serta toko bangunan. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1. Kegiatan Perdagangan dan Jasa di Jl.K.H Wahid Hasyim 
Kelurahan Sungguminasa 
Karena aktivitas disekitar permukiman ini adalah perdagangan dan pasar 
tradisional dimana aktivitasnya masuk kedalam permukiman. Dengan 
padatnya aktivitas pasar ini maka kegiatan permukiman ini pun terpengaruh 
oleh kegiatan pasar. 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2. Fungsi Hunian Yang Bertambah Fungsi Menjadi Hunian dan 
Perdagangan 
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Menggunakan sisa lahan yang ada
Pola bangunan keatas
Menggunakan ruang publik di sekitar rumah
62% 29% 
9% 
Dari jumlah rumah yang membuka usaha perdagangan terdapat 
sebanyak 62% penghuni menggunakan sisa lahan, 9% menggunakan pola 
pengembangan secara vertikal dan 29% memanfaatkan ruang publik 
seperti di atas drainase. Hal ini akan mempengaruhi kualitas fisik 
permukiman tersebut. Sekitar 62%  dari masyarakat yang membuka usaha 
di sektor informal memanfaatkan sisa lahan yang ada untuk dibangun 
bangunan untuk usaha mereka. Hal ini menyebabkan lahan terbuka 
menjadi berkurang, selain itu mengurangi daerah resapan air ke dalam 
tanah. Sedangkan yang 29% menggunakan ruang publik seperti di atas 
drainase, hal ini dapat mengganggu fungsi dari ruang publik. Untuk 
9%lainnya menggunakan pola pengembangan secara vertikal . 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil Analisis, 2012 
 
Grafik 4.1. Pola Penggunaan Lahan Dalam Perubahan Fungsi Bangunan 
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Karena keterbatasan dana kebanyakan masyarakat yang membuka 
usaha di sektor non formal menggunakan bahan bangunan seadanya baik 
dari bahan kayu, seng, kain, besi, dan bambu tanpa mempedulikan nilai 
estetika. Hingga mengakibatkan tampilan visual yang kurang indah dan 
berkesan kumuh karena pengaturan yang kurang baik dan luas 
bangunannya.  
b. Tampilan Bangunan  
Berdasarkan data primer yang didapat, bentuk konstruksi bangunan di 
permukiman ini sebagian besar adalah konstruksi permanen yaitu sebanyak 
58% hunian, 15%dinding semi permanen dan 26% dinding non permanen 
(kayu). Konstruksi bangunan diatas membentuk suatu tempat hunian dengan 
luas bangunan yang sebagian besar (49%) seluas dibawah 36m
2
 dan 13% 
yang memiliki luas bangunan sebesar lebih dari 70m
2
.  
Berikut diagram yang mendeskripsikan konstruksi dan luas bangunan di 
lokasi studi: 
 
 
 
 
Sumber : Survey Lapangan, 2012 
Grafik 4.2. Luas Tempat Hunian dan Tampilan Bangunan 
<36m2 36 - 70 m2 >70m2
38% 49% 
13% 
Kayu Semi Permanen Permanen
26% 58% 
15% 
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Kondisi rumah terdapat permanen dan semi permanen, namun dengan luasan yang 
minimal, KDB yang hampir 100%, dan letak bangunan yang tidak tertata membuat 
permukiman ini semakin padat dan terkesan kumuh 
 
Gambar 4.3. Kondisi Rumah Diluar Sempadan Sungai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kondisi rumah terdapat semi permanen dan non permanen, dengan luasan yang 
minimal dan kondisi bangunan tidak layak huni menyebabkan kawasan menjadi 
kumuh 
 
Gambar 4.4.  Kondisi Rumah di Sempadan Sungai 
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Masyarakat Pemilik Masyarakat Bukan Pemilik Milik Pemerintah
33% 
56% 
11% 
c. Status Kepemilikan Lahan 
Status kepemilikan lahan di permukiman ini ialah sebagian besar (56%) 
merupakan tanah masyarakat pemilik, 11% merupakan tanah masyarakat 
bukan pemilik, dan 33% merupakan tanah milik pemerintah. Dibawah ini 
status kepemilikan tanah ini dapat diilustrasikan sebagai berikut : 
 
 
 
 
Sumber: Survey Lapangan, 2012 
 Grafik 4.3. Status Kepemilikan Tanah 
d. Tatanan Fisik Bangunan dan Hunian  
Dengan kondisi lahan yang sangat terbatas maka antar bangunan hunian 
pun tidak memiliki jarak, sehingga permukiman ini menjadi kumuh karena 
padatnya bangunan hunian. Ditinjau dari aturan tatanan fisik bangunan hunian 
berdasarkan Perda Tentang Bangunan Tahun 1981 yaitu mengenai Garis 
Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Building 
Coverage (BC), dll kondisi permukiman ini tidak memenuhi syarat karena 
77% bangunannya menyalahi aturan luas lahan terbangun yang seharusnya 
hanya 60% dan 40% diperuntukkan bagi penyediaan open space, pada 
kenyataan di lapangan penghuni membangun huniannya hampir 100% dari 
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luas lahan. Selain itu jika jarak antar bangunan yang seharusnya 3 m tetapi 
pada kenyataannya jarak antar bangunan berhimpitan.  
 
 
 
 
 
Gambar 4.5. Kondisi Kepadatan Bangunan 
 
2. Karakteristik Penghuni 
a. Kondisi Ekonomi 
1) Jenis Pekerjaan  
Hasil survey di lapangan diperoleh data tentang  jenis pekerjaan warga 
permukiman di lokasi studi sebagai berikut : 
 
 
 
Sumber : Hasil Survey Lapangan 2012 
 
Grafik 4.4.  Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
Swasta PNS ABRI/Polri
7% 3% 
89% 
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2) Tingkat Pendapatan 
Sedangkan menurut hasil survey dan pengamatan di lapangan 
diperoleh data dengan penghasilan rata-rata masyarakat di permukiman ini 
adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.7. Penghasilan Rata-rata Penghuni Permukiman Pada 
Permukiman Kumuh di Sekitar Tanggul Sungai Je’neberang Kelurahan 
Sungguminasa  
 
Penghasilan / bulan Prosentase 
< Rp 500.000,- 37% 
Rp 500.000,- - Rp 1.100.000,- 33% 
> Rp 1.100.000 30% 
Sumber : Hasil Survey Lapangan 2012 
 
b. Kondisi Sosial 
1) Kepadatan Penduduk  
Permukiman pada wilayah studi ini merupakan wilayah RW 02 
dengan luas 6,68 Ha dan jumlah penduduk 1.238 jiwa dengan kepadatan 
185 jiwa/km2 termasuk kawasan padat di Kota Sungguminasa. 
 
Tabel 4.8. Kepadatan Penduduk Permukiman Pada Permukiman Kumuh 
di Sekitar Tanggul Sungai Je’neberang Kelurahan Sungguminasa 
  
Lingkungan Luas Jumlah 
Penduduk 
Kepadatan/km2 
RW 02 Kelurahan 
Sungguminasa 
6.08 
Ha 
1.238 jiwa 185 jiwa/km2 
Sumber :Kantor Kelurahan Sungguminasa 2012 
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Dari hasil survey lapangan dan pengedaran kuisioner mengenai 
kepadatan atau populasi penghuni untuk tiap hunian adalah diperoleh hasil 
sebagai berikut : 
Tabel 4.9. Populasi Penghuni Untuk Tiap Hunian Pada Permukiman 
Kumuh di Sekitar Tanggul Sungai Je’neberang Kelurahan Sungguminasa  
 
Jumlah Penghuni/ Rumah Jumlah 
5 orang < 18% 
3 – 5 orang 67% 
1 – 2 Orang 15% 
Sumber : Survey Lapangan, 2012 
2) Asal Usul Penduduk 
Dari hasil observasi lapangan mengenai jumlah bukan penduduk asli 
Gowa pada lokasi studi ialah 22,5%. Adanya pemusatan aktivitas di 
bidang perdagangan dan jasa seperti Pasar Sentral Sungguminasa dan 
Pertokoan di Jl.K.H.Wahid Hasyim mendorong bertambahnya pendatang 
di lokasi penelitian.  
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BAB V 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Permukiman Kumuh di Sekitar 
Tanggul Sungai Je’neberang Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa 
1. Analisis Opini Masyarakat 
Adapun data analisis untuk menelaah opini masyarakat adalah dari hasil 
survey penyebaran kuisioner sebanyak 40 responden . 
Tabel 5.1. Karakteristik Responden Permukiman Pada Permukiman Kumuh di 
Sekitar Tanggul Sungai Je’neberang Kelurahan Sungguminasa 
 
TINGKAT PENGHASILAN JUMLAH (JIWA) BOBOT% 
a. < Rp 500.000,- 15 37% 
b. Rp 500.000,- – Rp 1.200.000,- 13 33% 
c. > Rp 1.200.000,- 12 30% 
JENIS PEKERJAAN JUMLAH (JIWA)  
a. PNS 4 7% 
b. Swasta 35 89% 
c. ABRI/Polri 1 4% 
TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (JWA)  
a. Tidak Sekolah – SD 9 22% 
b. SMP – SMA 27 67% 
c. S1 4 11% 
LAMA TINGGAL JUMLAH (JIWA)  
a. < 5 Tahun 3 7% 
b. 5 – 10 Tahun 12 30% 
c. > 10 Tahun 25 63% 
Sumber : Hasil Analisis, 2012 
Dilihat dari tabel di atas, diketahui bahwa variabel yang berpengaruh sebagai 
penyebab penurunan kondisi permukiman ialah variabel jenis pekerjaan dan 
tingkat penghasilan.  
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a. Faktor Jenis Pekerjaan  
Penduduk di permukiman ini 89% bekerja sebagai wiraswasta. Hal ini 
mempengaruhi tingkat penghasilan penduduk yang tidak menetap. Menurut 
Bianpoen (1991), permukiman kumuh dapat terjadi juga karena penghasilan 
masyarakat yang tidak tetap dan usaha non formal. Pada permukiman ini 
banyak kita jumpai usaha non formal milik masyarakat. Hal inilah yang 
menjadi salah satu sebab kekumuhan permukiman.  
Jenis pekerjaan sektor informal ini secara keseluruhan merupakan mata 
pencaharian penduduk di permukiman sekitar tanggul atau di sempadan 
sungai seperti buruh harian, pedagang asongan, industri dalam rumah dan lain 
sebaginya. Sedangkan untuk permukiman di luar sempadan sungai bermata 
pencaharian selain sektor informal juga terdapat Pegawai Negeri Sipil 
sebanyak 4 orang atau sebanyak 7% dari jumlah responden dan ABRI 1 orang 
atau 4% dari jumlah responden. Hal ini dapat dilihat dari kondisi rumah yang 
sudah permanen. 
Tingkat kemampuan ekonomi yang sangat rendah dari masyarakat dan 
keterkaitan yang tinggi dengan tempat memperoleh mata pencaharian, 
menyebabkan berdirinya permukiman – permukiman yang dipaksakan untuk 
berada berdekatan dengan lokasi pekerjaan. Ketidakmampuan masyarakat 
untuk memenuhi biaya hidupnya, tentu saja menyebabkan masyarakat tidak 
mampu membenahi huniannya dari kondisi yang dibawah standar hidup 
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layak, kondisi yang demikian membuat permukiman ini cenderung 
berkembang menjadi kumuh.  
b. Faktor Penghasilan 
Dari tabel di atas, 70% penduduk berpenghasilan dibawah Rp.1.200.000,- 
atau dibawah UMP (Upah Minimum Propinsi) Sulsel, dimana 37% penduduk 
berpenghasilan di bawah Rp 500.000,-. Hal ini berkaitan erat dengan faktor 
sebelumnya yaitu faktor jenis pekerjaan.  
Pendapatan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), sebagian besar 
merupakan pekerja disektor informal yang sebagian besar merupakan 
penduduk di sempadan sungai. Sedangkan pendapatan diatas Upah Minimum 
Provinsi selain bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, ABRI, dan pedagang di 
Pasar Sentral Sungguminasa yang merupakan penduduk di permukiman di 
luar sempadan.  
Menurut Drs. Khomaruddin, MA (1997) bahwa salah satu penyebab 
terjadinya kekumuhan suatu kawasan permukiman karena kondisi sosial 
ekonomi yang rendah dan kepadatan penduduk yang tinggi.  
Secara ekonomis, dengan kondisi perekonomian yang relatif rendah, 
dimungkinkan kemampuan masyarakat penghuni untuk merealisasikan 
perbaikan huniannya sangatlah tidak mungkin. Tingkat penghasilan yang 
relatif rendah sangat berpengaruh pada kualitas fisik permukiman. Karena 
dana yang terbatas dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok 
81 
 
 
sehari-hari, maka masyarakat kurang mampu tidak dapat memperbaiki 
maupun memelihara bangunan rumah hunian mereka. Yang akan berakibat 
pada kekumuhan permukiman.  
c. Faktor Lama Tinggal 
Faktor lama tinggal dinilai kurang berpengaruh terhadap perubahan 
penurunan kualitas permukiman. Sesuai data yang diperoleh melalui 
penyebaran kuisioner 63% penduduk telah tinggal pada lokasi studi selama 
lebih dari 10 tahun. Jika penduduk telah menempati rumahnya dalam waktu 
yang relatif lama atau lebih dari 10 tahun tentu saja tidak akan mengabaikan 
pemeliharaan hunian mereka. Menurut survey lapangan 58% rumah sudah 
berkonstruksi permanen. 
d. Faktor Pendidikan 
Dari tabel di atas diketahui 67% penduduk telah tamat pendidikan dasar 9 
tahun diantaranya 26% tamat SMP dan 44% tamat SMA. Hal ini 
menunjukkan penduduk di permukiman di sekitar tanggul Sungai Je’neberang 
Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa rata-rata pendidikan tertinggi 
mereka setingkat SMA. Faktor pendidikan dinilai kurang berpengaruh dalam 
penyebab kekumuhan. Karena dengan rata-rata pendidikan tertinggi penduduk 
setingkat SMA seharusnya paham akan kegunaan pemeliharaan kualitas fisik 
rumah mereka. 
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B. Tingkat Kekumuhan Permukiman di Sekitar Tanggul Sungai Je’neberang 
Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa 
Penilaian tingkat kekumuhan permukiman di sekitar tanggul Sungai Je’neberang 
Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa meliputi empat (empat) variabel yaitu 
kondisi lokasi, kependudukan, kondisi bangunan, dan kondisi sosial ekonomi.  
Penilaian tingkat kekumuhan kondisi lokasi terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu 
kesesuaian peruntukan dengan RUTR, status penguasaan bangunan, frekuensi 
bencana kebakaran, frekuensi banjir, dan frekuensi tanah longsor. Penilaian tingkat 
kekumuhan kondisi kependudukan terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu tingkat 
kepadatan penduduk, rata-rata anggota rumah tangga, jumlah KK setiap rumah, 
tingkat pertambahan penduduk.Penilaian tingkat kekumuhan kondisi bangunan terdiri 
dari 3 (tiga) indikator yaitu tingkat kualitas bangunan, tingkat kepadatan bangunan, 
dan tingkat penggunaan luas lantai. Serta penilaian kondisi sosial ekonomi meliputi 3 
(tiga) indikator yang terdiri atas tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan tingkat 
keamanan.  
Dari hasil penilaian variabel serta indikator tingkat kekumuhan tersebut 
didapatkan nilai-nilai tingkat kekumuhan yaitu; (1) Kumuh Ringan, (2) Kumuh 
Sedang, dan (3) Kumuh Berat. 
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1. Penilaian Kondisi Lokasi  
Penilaian tingkat kekumuhan kondisi lokasi terkait dengan legalitas lahan 
permukiman masyarakat sekitar tanggul Sungai Je’neberang dan kondisi fisik 
lahan terhadap kerawanan bencana. Penilaian ini terdiri atas kesesuaian 
peruntukan dengan RUTR, status penguasaan bangunan, frekuensi bencana 
kebakaran, frekuensi bencana banjir dan frekuensi bencana tanah longsor.  
a. Kesesuaian Peruntukkan dengan Rencana Tata Ruang 
Berdasarkan nilai sebaran indikator tingkat kekumuhan permukiman 
(Dirjen perumahan dan permukiman, Dep. Permukiman dan Prasarana 
Wilayah, 2002), penilaian kesesuaian peruntukan dengan RUTR adalah 
membandingkan luas permukiman pada peruntukkan bukan perumahan 
dengan jumlah luas wilayah dikali 100%, jadi penilaian legalitas tanah pada 
permukiman sekitar tanggul Sungai Je’neberang mendapatkan nilai bobot 
11% yang dikategorikan sebagai Kumuh Ringan.   
                
      
      
        
 = 11% 
b. Status Penguasaan Bangunan  
Penilaian status penguasaan bangunan adalah perbandingan jumlah kepala 
keluarga yang menempati bangunan dengan cara menyewa/kontrak dengan 
jumlah seluruh kepala keluarga responden, jadi penilaian status penguasaan 
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bangunan pada permukiman sekitar tanggul Sungai Je’neberang mempunyai 
nilai bobot 13% yang dapat dikategorikan sebagai kumuh ringan.  
                            
    
     
        
 = 13% 
c. Frekuensi Bencana Kebakaran  
Menurut hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat tertentu, maka bencana 
kebakaran yang terjadi di RW 02 Kelurahan Sungguminasa selama satu tahun 
tidak pernah terjadi di permukiman sekitar tanggul Sungai Je’neberang 
dengan demikian dapat dikategorikan sebagai kumuh ringan. 
d. Frekuensi Bencana Banjir  
Menurut hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat tertentu, maka bencana 
banjir yang terjadi di RW 02 Kelurahan Sungguminasa selama satu tahun 
tidak pernah terjadi di permukiman sekitar tanggul Sungai Je’neberang 
dengan demikian dapat dikategorikan sebagai kumuh ringan. 
e. Frekuensi Bencana Tanah Longsor  
Menurut hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat tertentu, maka bencana 
tanah longsor yang terjadi di RW 02 Kelurahan Sungguminasa selama satu 
tahun tidak pernah terjadi di permukiman sekitar tanggul Sungai Je’neberang 
dengan demikian dapat dikategorikan sebagai kumuh ringan. 
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Hasil penilaian tingkat kekumuhan pada varibel kondisi lokasi diatas, dapat 
disimpulkan bahwa indikator yang paling tinggi tingkat kekumuhannya yaitu 
status pengusaan bangunan dan kesesuaian peruntukkan dengan RUTR dengan 
kategori kumuh ringan, serta indikator yang tidak dikategorikan kumuh yaitu 
frekuensi bencana kebakaran, frekuensi bencana tanah longsor dan frekuensi 
bencana banjir. Untuk lebih jelasnya mengenai kategori tingkat kekumuhan pada 
varibel kondisi lokasi dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 5.2. Penilaian Tingkat Kekumuhan Varibael Kondisi Lokasi 
Pada Permukiman Sekitar Tanggul Sungai Je’neberang Kelurahan 
Sungguminasa Kabupaten Gowa 
 
No. Indikator Tingkat Derajat Kekumuhan 
1. Kesesuaian Peruntukkan dengan RUTR 1 
2. Status Penguasaan Bangunan  1 
3. Frekuensi Bencana Kebakaran 1 
4. Frekuensi Bencana Banjir 1 
5.  Frekuensi Bencana Tanah Longsor 1 
Sumber: Hasil Analisis,2012 
Keterangan Tingkat Derajat Kekumuhan ; 
1 : Kumuh Ringan 
2 : Kumuh Sedang 
3 : Kumuh Berat 
 
2. Penilaian Kependudukan 
a. Tingkat Kepadatan Penduduk  
Berdasarkan data kepadatan penduduk di RW 02 Kelurahan Sungguminasa 
Tahun 2011 adapun penilaian tingkat kepadatan penduduk di RW 02 
Kelurahan Sungguminasa mempunyai kepadatan penduduk yaitu 185 jiwa/Ha 
yang dapat dikategorikan sebagai kumuh sedang. 
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 = 185 jiwa/Ha 
b. Rata-rata Anggota Rumah Tangga 
Penilaian rata-rata anggota rumah tangga yaitu dengan cara 
membandingkan banyaknya penduduk dengan keseluruhan jumlah kepala 
keluarga, jadi nilai bobot rata-rata anggota rumah tangga adalah 5 jiwa/KK 
yang dapat dikategorikan sebagai kumuh ringan. 
                                 
          
      
        
 = 5  
c. Jumlah Kepala Keluarga Per Unit Rumah/Bangunan 
Penilaian jumlah kepala keluarga per unit rumah/bangunan yaitu dengan 
cara membandingkan banyaknya kepala keluarga responden dalam satu 
wilayah dengan jumlah bangunan rumah. Jadi nilai bobot jumlah kepala 
keluarga adalah 1 KK/Rumah yang dapat dikategorikan sebagai  kumuh 
ringan.  
                                                
     
       
  
 = 1,225  
d. Tingkat Pertumbuhan Penduduk 
Penilaian tingkat pertumbuhan penduduk yaitu dengan cara 
membandingkan jumlah penduduk dalam satu tahun dengan jumlah penduduk 
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pada awal tahun yang sama dikalikan dengan 100%. Jadi nilai bobot tingkat 
pertumbuhan penduduk 0,72 % yang dapat dikategorikan sebagai kumuh 
ringan. 
                               
           
     
        
 = 0,72 % 
Tabel 5.3. Penilaian Tingkat Kekumuhan Variabel Kependudukan  
Permukiman Sekitar Tanggul Sungai Je’neberang Kelurahan Sungguminasa 
Kabupaten Gowa  
 
No. Indikator Tingkat Derajat Kekumuhan 
1. Tingkat Kepadatan Penduduk  2 
2. Rata-rata Anggota Rumah Tangga 1 
3. Jumlah Kepala Keluarga per unit rumah 1 
4. Tingkat Pertumbuhan Penduduk 1 
Sumber: Hasil Analisis,2012 
Keterangan Tingkat Derajat Kekumuhan ; 
1 : Kumuh Ringan 
2 : Kumuh Sedang 
3 : Kumuh Berat 
 
3. Penilaian Kondisi Bangunan  
Penilaian tingkat kekumuhan kondisi bangunan yang memerlukan penilaian 
antara lain tingkat kualitas struktur bangunan, tingkat kepadatan bangunan, dan 
tingkat penggunaan luas lantai bangunan 
a. Tingkat Kualitas Struktur Bangunan 
Penilaian tingkat kualitas struktur bangunan adalah membandingkan 
banyaknya jumlah bangunan rumah dengan struktur tidak layak dengan 
jumlah keseluruhan bangunan rumah dikali 100%. Jadi nilai bobot tingkat 
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kualitas struktur bangunan pada permukiman sekitar tanggul Sungai 
Je’neberang yaitu 19% dikategorikan kumuh ringan. 
                                   
       
        
        
 = 19 % 
b. Tingkat Kepadatan Bangunan  
Penilaian tingkat kepadatan bangunan adalah membandingkan banyaknya 
jumlah bangunan rumah dengan luas permukiman (Ha) pada wilayah studi. 
Jadi nilai bobot tingkat kepadatan bangunan pada permukiman sekitar tanggul 
Sungai Je’neberang Kelurahan Sungguminasa yaitu 70 dikategorikan kumuh 
ringan.  
                            
        
      
        
 = 70 unit/Ha 
c. Tingkat Penggunaan Luas Lantai Bangunan  
Penilaian tingkat penggunaan luas lantai bangunan adalah 
membandingkan luas bangunan rumah dengan jumlah penghuni rumah. Jadi 
nilai bobot tingkat penggunaan luas lantai bangunan pada permukiman sekitar 
tanggul Sungai Je’neberang yaitu  9,8 m2/jiwa dikategorikan kumuh ringan. 
                                         
     
      
 
 =  9 m
2
/ Jiwa 
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Hasil penilaian tingkat kekumuhan pada variabel kondisi bangunan diatas, 
dapat disimpulkan bahwa tingkat kekumuhan variabel kondisi bangunan pada 
permukiman sekitar tanggul Sungai Je’neberang ialah kumuh ringan.  
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 5.4. Penilaian Tingkat Kekumuhan Variabel Kondisi Bangunan  
Pada Permukiman Sekitar Tanggul Sungai Je’neberang Kelurahan 
Sungguminasa Kabupaten Gowa  
 
No. Indikator Tingkat Derajat Kekumuhan 
1. Tingkat Kualitas Struktur Bangunan  1 
2. Tingkat Kepadatan Bangunan 1 
3. Tingkat Penggunaan Luas Lantai 
Bangunan 
1 
Sumber: Hasil Analisis,2012 
Keterangan Tingkat Derajat Kekumuhan ; 
1 : Kumuh Ringan 
2 : Kumuh Sedang 
3 : Kumuh Berat 
 
4. Penilaian Kondisi Sosial Ekonomi  
Indikator-indikator yang dinilai pada kondisi sosial ekonomi yaitu tingkat 
kemiskinan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan tingkat kerawanan 
keamanan.  
a. Tingkat Pendapatan 
Penilaian tingkat pendapatan ialah dengan membandingkan jumlah kepala 
keluarga yang berpenghasilan dibawah UMP (Upah Minimum Propinsi) 
dengan keseluruhan jumlah kepala keluarga responden dikali dengan 100%. 
Jadi nilai bobot tingkat pendapatan pada permukiman sekitar tanggul Sungai 
Je’neberang ialah 70% dikategorikan kumuh berat.  
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 = 70% 
 
b. Tingkat Pendidikan 
Penilaian tingkat pendidikan ialah dengan membandingkan jumlah 
penduduk yang tidak tamat pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dengan 
keseluruhan jumlah penduduk responden dikali 100%. Jadi nilai bobot tingkat 
pendidikan pada permukima sekitar tanggul Sungai Je’neberang ialah 23% 
dikategorikan kumuh berat. 
                     
 
  
       
 = 23% 
c. Tingkat Kerawanan Keamanan 
Menurut hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat tertentu, maka 
kondisi kerawanan keamanan di lokasi studi pernah terjadi kejadian tawuran 
antar warga pada tahun 2010 dengan demikian dapat dikategorikan sebagai 
kumuh ringan. 
Hasil penilaian tingkat kekumuhan pada variabel kondisi sosial ekonomi 
diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator yang paling tinggi tingkat 
kekumuhannya pada permukiman sekitar tanggul Sungai Je’neberang yaitu 
tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan.  
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 5.5. Penilaian Tingkat Kekumuhan Variabel Kondisi Sosial Ekonomi  
Pada Permukiman Sekitar Tanggul Sungai Je’neberang Kelurahan 
Sungguminasa Kabupaten Gowa 
 
No. Indikator Tingkat Derajat Kekumuhan 
1. Tingkat Pendapatan  3 
2. Tingkat Pendidikan 3 
3. Tingkat Kerawanan Keamanan 1 
Sumber: Hasil Analisis,2012 
Keterangan Tingkat Derajat Kekumuhan ; 
1 : Kumuh Ringan 
2 : Kumuh Sedang 
3 : Kumuh Berat 
 
Berdasarkan hasil penilaian tingkat kekumuhan terhadap variabel kondisi lokasi, 
kependudukan, bangunan, dan sosial ekonomi tersebut. Maka dilakukan penilaian 
secara keseluruhan menurut aspek sehingga diperoleh nilai tingkat kekumuhan 
permukiman di sekitar tanggul Sungai Je’neberang Kelurahan Sungguminasa 
Kabupaten Gowa ialah Kumuh Ringan, sebagaimana pada tabel berikut : 
Tabel 5.6. Penilaian Aspek Pengaruh Kekumuhan Permukiman di Sekitar 
Tanggul Sungai Je’neberang Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa 
 
No. Aspek Total Nilai Nilai Rata-rata Bobot Klasifikasi 
1. Kondisi Lokasi 5 1 Kumuh Ringan 
2.  Kependudukan 6 1,25 Kumuh Ringan 
3. Bangunan 3 1 Kumuh Ringan 
4. Sosial Ekonomi 7 2,3 Kumuh Sedang 
 Rata-rata  1,38 Kumuh Ringan 
Sumber : Hasil Analisis, 2012 
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C. Konsep Pengendalian Permukiman Kumuh di Sekitar Tanggul Sungai 
Je’neberang Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa 
Pengendalian terhadap permukiman kumuh pada masa yang akan datang 
diperlukan konsep penanganan yang didasarkan pada tingkat kekumuhan, serta 
faktor-faktor penyebab terjadinya kekumuhan. Berdasarkan hasil identifikasi tingkat 
kekumuhan, permukiman kumuh pada wilayah studi termasuk kategori kumuh 
ringan, dimana variabel yang mendominasi sehingga terciptanya kumuh ringan ialah 
variabel kondisi ekonomi. Dan juga berdasarkan hasil dari analisis faktor penyebab 
tumbuhnya permukiman kumuh ialah faktor penghasilan dan jenis pekerjaan.  
1. Pengendalian Permukiman Kumuh di Sempadan Sungai 
Permukiman yang penulis teliti pada daerah sempadan sungai terdiri dari 22 
rumah yang berada di sepanjang sisi tanggul pada lokasi studi. Pada dasarnya 
rumah-rumah ini tidak layak huni, tetapi para penghuni rumah tersebut tidak 
dapat berbuat banyak untuk memperbaiki rumah mereka, hal ini disebabkan 
karena status kepemilikan lahan yang merupakan milik pemerintah. Ketiadaan 
iuran untuk rumah yang mereka tinggali membuat para pemukim liar ini bertahan 
lama tinggal di sekitar tanggul. Secara keseluruhan penghuni permukiman ini 
berprofesi sebagai wiraswasta, seperti pedagang siomay keliling, buruh harian, 
supir angkutan kota, ada juga yang berdagang makanan kecil di pelataran rumah 
mereka. Dengan demikian dapat dipastikan para penghuni permukiman ini 
berpenghasilan rendah. 
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Kondisi rumah yang mereka tempati termasuk kategori tidak layak huni. Luas 
satu unit bangunan ±15m
2
, dinding bangunannya terbuat dari seng, papan, triplek 
dan sebagian dari tembok. Lantai terbuat dari plesteran semen dan difinishing 
dengan karpet plastik. Untuk atap bangunan menggunakan seng.  
Adapun kriteria penetapan sempadan sungai berdasarkan PP No 26 Tahun 
2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi: 
a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 
(lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; 
b. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan 
permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; 
dan 
c. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan 
permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi 
sungai. 
Adapun arahan pengelolaan kawasan sempadan sungai antara lain: 
a. Pembatasan dan melarang mengadakan alih fungsi lindung yang 
menyebabkan kerusakan kualitas sungai. 
b. Pembatasan dan melarang menggunakan lahan secara langsung untuk 
bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan 
pelestarian atau pengelolaan sungai. 
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c. Melakukan re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai 
bagian dari latar depan pada kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan. 
d. Penetapan wilayah sungai sebagai salah satu bagian dari wisata perairan dan 
transportasi sesuai karakter masing-masing. 
Melihat peraturan diatas permukiman kawasan sempadan sungai pada lokasi 
studi telah melanggar UU Penataan Ruang, maka upaya yang dapat diberlakukakn 
antara lain: 
a. Resettlement (Pemindahan Penduduk)  
Pemindahan penduduk dapat diberlakukan dengan memindahkan squatters 
(pemukim liar) ke lahan yang legal melalui pengadaan rumah sederhana sewa 
serta diupayakan dan disosialisasikan kepada penduduk untuk mencari tempat 
tinggal yang baru dan layak. Pemindahan penduduk ke rumah susun 
sederhana sewa ini dengan tujuan untuk menampung warga yang tidak 
memiliki rumah atau memiliki rumah dengan kondisi tidak layak huni 
sehingga dapat menghilangkan kawasan kumuhnya. Sehingga kawasan 
sempadan sungai di sisi tanggul ini dapat bebas dari kegiatan terbangun dan 
difungsikan sesuai dengan peruntukkannya. Adapun peruntukkan lahan yang 
sesuai untuk sempadan sungai sesuai dengan peraturan diatas dengan melihat 
karakteristik wilayah pada lokasi studi dapat dikembangkan sebagai wisata 
perairan dan transportasi sungai. Dengan melihat potensi wisata tersebut dapat 
mengembangkan usaha masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Sehingga 
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dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan masalah kemiskinan dapat 
teratasi. Hal ini berhubungan erat dengan kemampuan masyarakat untuk 
memperbaiki fisik rumah mereka. Sehingga dapat menghilangkan kawasan 
kumuhnya. 
b. Kebijakan Disinsentif 
Kebijakan disinsentif ini juga perlu dilakukan karena disinsentif merupakan 
salah satu ketentuan mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar 
sesuai dengan RTRW. Mengingat sempadan Sungai Je’neberang yang 
terdapat pada lokasi studi telah difungsikan tidak sesuai dengan RUTR Kota 
Sungguminasa. Ketentuan pemberian disinsentif adalah ketentuan yang 
mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan 
ruang. Ketentuan pemberian disinsentif berfungsi sebagai perangkat untuk 
mencegah, membatasi atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan 
rencana tata ruang. Maka ketentuan disinsentif yang dapat diberikan untuk 
mencegah kegiatan terbangun di sempadan sungai ialah seperti pengenaan 
pajak tinggi. 
2. Pengendalian Permukiman Kumuh di Luar Sempadan Sungai 
 Permukiman yang penulis teliti yang terdapat di luar daerah sempadan sungai 
terdiri dari 86 rumah yang saling berhadapan. Sebagian besar rumah-rumah ini 
sudah permanen, namun sebagian diantaranya terdapat rumah-rumah yang tidak 
layak huni. Para penghuni rumah tidak layak huni tersebut tidak dapat berbuat 
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banyak untuk memperbaiki rumah mereka, hal ini dikarenakan faktor ekonomi. 
Melihat hal tersebut, maka untuk pengendalian permukiman kumuh di luar 
sempadan sungai, diarahkan untuk ditingkatkan kondisi permukiman yang sudah 
baik, dan dipertahankan untuk kondisi permukiman yang sedang. Program yang 
dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh di luar 
sempadan sungai ini antara lain: 
a. Program Perbaikan Kampung atau Kampung Improvement Program 
(KIP). 
Program Perbaikan Kampung (KIP) merupakan suatu pola pembangunan 
kampung yang didasarkan pada partisipasi masyarakat dalam meningkatkan 
kualitas lingkungan dan pemenuhan kebutuhannya. Program ini mempunyai 
prinsip universal yang berlaku dimana-mana yakni memberdayakan dan 
menjadikan warga sebagai penentu dan pemamfaat sumberdaya kota guna 
memperbaiki taraf hidup dan kemampuan untuk maju. Program perbaikan 
kampung (KIP) dinilai sesuai dalam menangani kekumuhan di lokasi studi 
karena sesuai dengan syarat program perbaikan kampung (KIP) yaitu berada 
di atas tanah legal ,tingkat kekumuhan ringan, dan pendapatan perkapita 
rendah. Maka kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam program KIP ini antara 
lain: 
1) Perbaikan rumah bagi rumah dengan kondisi tidak layak huni diatas lahan 
sesuai dengan peruntukkan perumahan. 
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2) Meningkatkan Pendapatan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 
Peningkatan pendapatan masyarakat dapat melalui dengan 
mengembangkan potensi kawasan yang ada di sekitar permukiman. 
Berdasarkan kondisi eksisting di lapangan, kawasan sekitar permukiman 
berpotensi untuk dikembangkan wisata sungai. Hal ini dapat memberikan 
keuntungan bagi masyarakat sekitar. Selain membuka lapangan pekerjaan 
baru, dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat yang telah 
membuka usahanya di rumah. Potensi wisata sungai yang dapat dijual 
disni ialah view yang menghadap langsung ke jembatan kembar 
Kabupaten Gowa. Selain itu sungai yang ada dapat dikembangkan 
menjadi transportasi air. Hal ini dapat menjadi daya tarik pengunjung 
untuk berdatangan sehingga dapat menambah investasi bagi masyarakat 
sekitar kawasan. Sehingga permasalahan tingkat pendapatan yang rendah 
dapat teratasi,  dan juga dapat mencegah tumbuhnya permukiman kumuh 
baru.  
b. Kebijakan Insentif 
Kebijakan insentif merupakan perangkat untuk memacu pembangunan 
yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Pemberian insentif pada 
penelitian ini ialah berupa bantuan dana sosial bagi masyarakat kurang 
mampu untuk secara swadaya memperbaiki rumah tidak layak huni. 
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Selain itu pemberian insentif juga dapat berupa keringanan pajak kepada 
pengembang  yang membangun rumah bertipe susun sehingga menyebabkan 
terjadinya proses transformasi dari permukiman kampung kota menjadi rumah 
susun. 
c. Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) 
Peningkatan Kualitas Perumahan yang selanjutnya disingkat PKP adalah 
upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi perumahan dari yang tidak 
memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat di perkotaan dan perdesaan.  
Berdasarkan kriteria lokasi yang sesuai dengan syarat PKP antara lain 
peruntukan lokasi adalah untuk perumahan sebagaimana ditetapkan dalam 
RUTRK, kepadatan bangunan 70 unit per hektar, dan terdapat bangunan 
dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan layak huni dengan jumlah 19%.  
Berdasarkan kriteria penetapan  calon  penerima manfaat yang sesuai 
dengan syarat PKP ialah masyarakat berpenghasilan rendah, berdomisili tetap 
di perumahan, menguasai dan memiliki tanah yang telah berstatus hukum, 
belum memiliki rumah dan/atau menempati rumah dengan katagori tidak 
layak huni. 
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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di permukiman sekitar 
tanggul Sungai Je’neberang Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa dapat ditarik 
kesimpulan : 
1. Faktor yang menjadi penyebab tumbuhnya permukiman kumuh adalah  
a. Faktor penghasilan 
b. Faktor jenis pekerjaan  
2. Tingkat kekumuhan permukiman termasuk pada kategori kumuh ringan . 
3. Konsep pengendalian permukiman kumuh di sekitar tanggul Sungai Je’neberang : 
a. Pengendalian permukiman kumuh di sempadan sungai 
1) Resettlement (Pemindahan Penduduk) 
Pemindahan penduduk ini dapat diberlakukan dengan memindahkan 
squatters (pemukim liar) ke lahan yang legal melalui pengadaan rumah 
sederhana sewa serta diupayakan dan disosialisasikan kepada penduduk 
untuk mencari tempat tinggal yang baru dan layak.  
2) Program Disinsentif 
Pemberian disinsentif yang dapat diberlakukan ialah dengan pengenaan 
pajak tinggi. 
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b. Pengendalian permukiman kumuh di luar sempadan sungai  
1) Kampong Improvement Program (Program Perbaikan Kampung) 
a) Pemugaran rumah bagi rumah dengan kondisi tidak layak huni di atas 
lahan sesuai dengan peruntukkan perumahan,  
b) Meningkatkan pendapatan dengan mengembangkan potensi wisata di 
lokasi studi. Hal ini dapat meningkatkan usaha serta pendapatan 
masyarakat yang bermukim di sekitarnya. 
2) Program Insentif 
a) Pemberian insentif berupa keringanan pajak kepada pengembang  
yang membanguna rumah bertipe susun sehingga menyebabkan 
terjadinya proses transformasi dari permukiman kampung kota 
menjadi apartemen/rumah susun. 
b) Pemberian insentif berupa bantuan dana sosial bagi masyarakat kurang 
mampu untuk secara swadaya memperbaiki rumah tidak layak huni. 
3) Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) 
Memfasilitasi pembangunan rumah baru dan/atau perbaikan dan/atau 
perluasan rumah yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat di 
atas lahan sesuai dengan peruntukkan perumahan bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah. 
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B. Saran 
1. Dalam penelitian ini tidak membahas mengenai lokasi lahan untuk pembangunan 
rumah susun sederhana sewa, sehingga disarankan pada peneliti selanjutnya untuk 
mengkaji kebutuhan akan lahan untuk rumah susun sederhana sewa di Kabupaten 
Gowa. 
2. Dalam penelitian ini tidak membahas tentang konsep pengembangan wisata 
sungai, sehingga disarankan pada peneliti selanjutnya untuk mengkaji konsep 
pengembangan wisata sungai di Kabupaten Gowa. 
3. Dalam penelitian ini tidak membahas mengenai pengendalian lingkungan 
permukiman kumuh, sehingga diperlukan adanya studi lanjutan. 
  
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Bianpoen. (1991). “Penataan Kota dan Permukiman Buruk”. Nomor1,9-22 
Bintarto. 1983 Urbanisasi dam Permasalahannya, Yogyakarta: Galia Indonesia, 
Jakarta.  
Clay. 1979, Neighborhood Renewal, Toront: Lexington Books, DC Health & Co. 
Kuswartojo, Tjuk, dkk.,(2005).  Perumahan dan Pemukiman di Indonesia, 
Penerbit ITB, Bandung. 
Daldjoeni.2003, Geografis Kota dan Desa, Bandung: PT. Alumni, Bandung.  
Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen PU, Perbaikan Lingkungan  dan 
Peremajaan Lingkungan, Resettlement, Tahun 1999   
Doxiadis, Constantinos A. 1968, An Introduction To The Science Of Human 
Settlements- Ekistics, London: Hutchinson of London.  
Elly Luchritia, 2010. Tesis Peremajaan Permukiman Kumuh di Kelurahan Gunung 
Elai, Lok Tuan, dan Guntung Kota Bontang,Magister Teknik Pembangunan 
Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro 
Eny Surtiani, 2006. Tesis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan 
Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus: Kawasan 
Pancuran, Salatiga), Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota 
Universitas Diponegoro 
Khomarudinm. 1997,  Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman,  
Jakarta: Yayasan Real Estate Indonesia, PT. Rakasindo, Jakarta. 
Konsep Dasar Panduan Penyusunan Peraturan Zonasi, Departemen Pekerjaan Umum, 
2006. Diunduh dari:  
http://werdhapura.penataanruang.net/dokuwiki/lib/exe/fetch.php/isu_strategis/
2006_konsep_dasar_panduan_penyusunan_pz_dep_pu.pdf. Diakses pada 
tanggal 1 September 2012 
Kriteria Permukiman Kumuh dalam Konsep Panduan Identifikasi Lokasi Kawasan 
Perumahan dan Permukiman Kumuh oleh Dirjen Perumahan dan 
Permukiman, Depkimpraswil (2002). Sumber diunduh dari: 
  
 
 
http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/pedoman/panduan_identifikasi_kawasa
n_permukiman_kumuh.pdf Diakses pada tanggal 1 September 2012 
Kuswartojo,  Tjuk.  2005. Perumahan  dan  Permukiman  di  Indonesia. Bandung: 
Penerbit ITB. 
Petunjuk Umum Pelaksanaan Peremajaan Lingkungan Permukiman Kumuh di 
Perkotaan dan Pedesaan oleh Dirjen Perumahan dan Permukiman, 
Depkimpraswil (2001). Diunduh dari: 
http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/pedoman/panduan_identifikasi_kawasa
n_permukiman_kumuh.pdf Diakses pada tanggal 1 September 2012 
Silas. J (1996), dalam Syaiful. A (2002).” Kampung Surabaya Menuju Metropolitan”, 
Permukiman Marjinal amat Liar. 
Sinulingga. B.D (1999), dalam Syaiful. A (2002).” “ Pembangunan Kota” Tinjauan 
Regional dan Lokal. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 
Yudohusodo, Siswono. 1991. Rumah Untuk Seluruh Rakyat. Jakarta: Bharakerta 
 
Peraturan Terkait  
UURI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Acuan 
Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan 
Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 1990. “Tentang Peremajaan Permukiman 
Kumuh Di Atas Tanah Negara”. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
RIWAYAT HIDUP PENULIS 
 
Sri Haryati Atjo Andi Latanratu, dilahirkan di kota 
Ujung Pandang Sulawesi Selatan pada hari Jum’at tanggal 
31 Agustus 1990, merupakan anak kedua dari dua 
bersaudara dari Bapak Atjo Andi Hafid yang bekerja 
sebagai Pegawai Negeri Sipil di TVRI Stasiun Makassar 
dan Ibu Husbaniah yang merupakan seorang pensiunan dari 
TVRI Stasiun Makassar dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Syekh Yusuf 
Perumahan Griya Mutiara Timur 3 No.31 kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.  
 
Penulis yang mempunyai hobi olahraga dan nonton ini, menempuh pendidikan 
Sekolah Dasar di SDN 009 Samarinda, lulus tahun 2002. Kemudian menamatkan 
pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Samarinda pada tahun 2005, dan 
menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Samarinda pada tahun 
2008. Gelar Sarjana Teknik (ST) diperoleh dari Universitas Islam Negeri (UIN) 
Alauddin Makassar, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada tahun 2012.    
